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“pksi tindakan bisnis pencampuran bahan'makanan dan atau minuman dengan
‘campuran-bahan berbahaya formalin adalah kejahatan sebagaimana telah diatur,
dalam- Undang Undang . Pangan, Undang Undang ~Kesehatan, 'dan
.penerapkan peraturan Nomor . 168/ Menkes/ PER/X/ 1959, Ke_tahatan ind
dipidana dengan pidana, pen_;ara selama 5 (lima) tahun’ atau denda. sebesar
USD $ 600,000,000.00 {enam ratus juta rupiahy). Demikian juga, dapat dilakukan
tuntutan terhadap badan usaha yang melakukan tindak:pidana tersebut dengan

Konsumen

:Kata kunm fbrmal_in, panef_apan peraturan,'kejahatan mak_anan o

Abstract

Acttons mzxmg busmess with, food and/or drinks wzth a mvchtre of fonnalm hazardous
materials is'a crime as has ‘been stipulated in the Food Act, Health Act, and
-in@lementing regulations Nomor 1168/ Menkes/FER/X/ 1699. Forthe crime, is liable
toimprisonment of 5 (five) years and or a fine of USD.$ 600,000,000.00 (six hundred
million rupiah). Similarly, people can make claims against the business of committing
cnmmai offenses in the food sector with the mstrument of Law Number & Year 1999
on ConsumerProtectlon '

’ Keywords fonnalm, zmplementmg regulattons Jfood crimes

A.' = Pexxdahuiuan

Tldak blsa dapuncriﬂm bahwa akhzr akhir ini, baik media massa
cetak atau eiektromk rama}. ramai mepyxarkan bahaya kandungan
formahn da}am makanan yang ironinya justru masyarakat selaku
konsumen tzdak mengetahui adanya kandungan formalin dalam se*uap
makanan vang dikonsumsi setiap harinya. Formalin adalah bahan
pengawet industri beracun. Di Indonesia, formalin sering
disalahgunakan oleh produsen makanan vang tidak bertanggung

Dosen tetap Falultas Hukum Universitas Pelita E“iarapan L.i]ip.o. Karawaci.
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Jawa% seﬁaagaa pengawet makanan seperti-mi basah, ikan asin, zkan'

segar, talm, ayam, dan lain-lain.. Dalam. sebuah pemeriksaan oleh
: Eaial Besar POM (?emenksa Obat dan. Makanaa) di Jawa
Bas:at teznyata 4 5. 8% darx 29 jems m1 basah yang beredar di pasaran
' menganﬁung pengawet farmaim‘

_ Dalam ‘bidang mdustn formahn d1gunakan dalam produksi pupuk,
bahan fotografi, parfum, kosmetika, pencegahan korosi, perekat kayu
lapis, bahan pembersih. dan insektisida, zat pewarna, cermin dan kaca.
"Formalm d1gunakan Juc‘a sebagai pembunuh kuman dan pengawe@.
B sediaan di Iaboratormm dan pembaisaman mayat. Pada umumnya’
-'pengawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya r.ormalm'
sangat- kurang, sehmgga bahan formalin untuk industri ini di negara
sedang berkembang sering disalahgunakan’ sebagai pengawet makanan
pada mi basah, tahu, ikan asin, ikan basah, ayam, dli yang dapat
membahayakan dan meruglkan kesehatan masyarakat.

“Hal ini telah menjadi suatu masalah cukup serius yang’ bemsaha
d1selesa1kan oleh berbagai pihak terutama pemerintah. Pemerxntah
harus dapat dengan bijak memutuskan dan bertindak bagatmana
penanganan kasus tersebut, terutama kasus pada pembuatan berbagai
makanan malkanan sehari-hari masyarakat Indonesia seperti ikan asin

: dan tahu yang diawetkan dengan menggunakan formalin.

BPOM menemukan beberapa produk makanan {mze basah, pempek
ikan asin dan bakso) yang beredar di pasaran mengandung bahan-bahan
yang tidak layak di konsumsi manusia®. Hal yang sama juga ditemukén
oleh Suku Dinas Peternakan Dan Perikanan Pemerintah Kota Jakarta
Pusat dalam puluhan ayam berformalin yang dijual di sejumlah pasar
tradisional di wilayahnya®. Demikian pula dari hasil sebuah penelitian
yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor, makanan jajanan [street
Jood} yang banyak ditemui di berbagai tempat ditenggarai menggunakan
bahan-bahan kimia yang penggunaannya telah dilarang sebagai
campuran bahan pangan®. Akhir-akhir ini muncul juga pemberitaan
tentang d1tar1knya produk susu Hi-Lo dari peredaran karena mengandung
unsur membahayakan bagi konsumen penggunanya. Fakta-fakta di atas
menunjukkan betapa masyarakat secara umum tidak menyadari bahwa
berbagai jenis makanan yang dikonsumsi selama ini ternyata

Kompas, Rabu 30 Maret 2005, Tzhu Makanan Favorit Yang keamanannya Perlu Diwaspadai.
Kompas, Rabu 30 Maret 2005, Tahu Makanan Favorit Yang keamanannya Perlu waaspadaz
HompagyHamis-12-Januari2006; Boralks Ban Formalin: balat Saja Gak Doyan:”
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Kompas, Minggu 15 Januari 2006, Waspadai Bahan Kimia Lain Dalam Makanan.
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dila n oleh Per

mengandung bahan bahan yang dapat membahayakan kesehat'

- masih . akan tercmm' .bau. fbrmélm Ta.hu yang mengandung formailn"

' a.kan iebih kenyal dan berbau formalm sedangkan yang ﬁdak mengandung
___-formalm akan lebih mudah pecah.dan. berbau khas kedelai. Ikan dan
' - _g mengandung fermalm akan 1eb1h putzh dagmgnya dan awet

a ":_'.pankreas otak dan : menlmbulkan kanker, terutama kanker
B hzdung dan tenggorokan Keracunan akut formalin dapat menunbulkan
verugo dan perasaan mual dan muntah. Keracunan akut metil alkohol
.dalam rnakanan dapat:menyebabkan kebutaan, kerusakan hati dan saraf
dan memmbulkan kanker pada keturunan selanjutnya. Jadi kombmam
antara forrnaldeh;da dan metil alkohol dalam formalin sebenarnya
mempunym efek karsinogenik secara ganda. - ' :

T1dak saja dalam makanan, formalin juga ditemukan pada plastik
.pembungkus makanan dan styrofcam. Berdasarkan penelitian®,
..pembungkus berbahan dasar resin atau plastik rata-rata mengandung
5.ppm formalin. Satu ppm. adalah setara dengan satu miligram :per
kilogram. Formalin pada plastik atau styrofoam ini, merupakan senyawa-
senyawa yang secara inheren terkandung dalam bahan dasar resin atau
plastlk Namun, zat racun tersebut baru akan luruh ke dalam makanan
akibat kondisi panas, seperti saat terkena air atau minyak panas. Angka
S ppm formalin pada plastik dan styrofoam dinilai cukup tinggi. Sebagai
perbandingan, beberapa waktu lalu, Balai Besar Pengawasan Obat dan

5 milis kimia indonesia September 2006, diakses pada tanggal 11 November 2009,
* Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lanita, dalam diskusi Bahaya Formalin bagi Kesehatan yang

"% Januari 2000.
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: Makanan (BBPOM) DXI Jakarta menemukan se_;umlah sampel maka.nan
kwe tiaw yang mengandung 3,1 ppm formalin. '

Beredarnya makanan yang: mengandung formalm dan bahan
pembungkus makanan berbahan formalin di pasaran secara bebas, Jelas
‘akan sangat membahayakan masyarakat. ‘Hal ini ter}adl karena
'ketldaktahuan masyarakat akan rangkazan proses pembuatan produk
~makanan tersebut berkait: dengan ‘bahan ‘yang digunakan, kompos131
~bahan, ‘proses-pembuatan sampai- pada - dlStI‘leSl/ pemasarannya Di
sampmg itu mformam atas’ produk yang dlkonsums1 juga hanya terbatas '
._:pada apa: yang dlsampaxkan oleh: produsen penghasil barang meng ai.
f--koncha barang yang cigual yang tingkat’ kebenaran 1nformas1nya
sangatiah bergantung pada 1t1kad balk dan keju_;uran pihak produsen /
pelaku usaha tersebut. ' '

“Apakah hal i ini sudah men;adl hal biasa dari pelaku usaha, atau
apakah ada niat dari pelaku usaha dengan melihat ketidaktahuan
masyarakat Juas?. Masyarakat selaku konsumen sangat dirugikan oleh
makanan berbahan formalin tersebut dan sangat mendesak unt'uk
mengetahui cara penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, dalam tuhsan
ini akan dikaji lebih mendalam bagaimana tanggung jawab pemenntah
atas fenomena dalam masyarakat ini, bagaimana perlindungan konsumen
menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesechatan.

B, Materi dan Metode Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan
yang akan dicari jawabannya adalah sebagai berikut: bagaimana sifat
dari tindakan mencampur formalin dalam makanan dan kemasan
makanan dan bagaimanakah kandungan formalin tersebut dapat
membahayakan bagi kesehatan konsumen? Bagaimana implementasi
ketertuan peraturan perundangan yang ada, seperti Undang-Undang Pangan,
Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan
dapat melindungi masyarakat terhadap produksi dan peredaran
makanan dan kemasan makanan yang mengandung formalin?

Penulisan artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis
normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data-data
dikumpulkan dari bahan hukum primer, baik berupa ketentuan peraturan
perundangan-undangan dan pelaksanannya; bahan hukum sekunder
maupun bahan hukum tersier yang dilakukan melaii studi kepustakaan

~untnk selanjutnya diolah dan.dianalisa secara yuridis kualitatif, » oo

154




Formalm Dalam Ka_]xan Undang—Undang Kesehatan

C _ Hasx}. dan Pembahasan e
'Kandungan formalin dan bahayanya hagz kesehatan

_ Foﬁnalm mempakan cmran tldak berwama yang dlguna.kan sebagal :f o
' .desmfektan pembasnn serangga, da.n pengawet yang d1gunakan dalam_

!pengawet Formaldehida juga d1pakal sebageu pengawet dalam'vaksma 5
Dalam3b1dang medls 1arutan formaldeh1da d1paka1 untuk mengenngkan '
'--kulzt m1sa1nya mengaﬁgkat kutﬂ Larutan dan formaldemda sering
L d1paka1 dalam ‘membalsem untuk mematlkan bakten serta untuk'ﬁ"'
'sementara mengawetkan bangka; RECRNE o

“Dalam mdustr; formaidehida kebanyakan d1pakeu dalam produksr .

: pohmer dan - ‘Tupa-rupa ba.han Kkimia. Jika d1gabungkan dengan fenol,"
urea, atau melamma formaldehida menghasﬂkan resin ‘termoset ya.ng'
keras.-Resin ini d1pa1<a1 untuk lem permanen, mzsalnya yang dipakai
untuk kayulapis/tripleks atau karpet. Lebih dari 50% produksu
formaldemda digunakan untuk produksi resin formaldehida. R

Untuk mensintesis bahan-bahan kimia, formaldehida Idi'pakai
untuk produksi aikohoi pohfungsmnai seperti pentaentntol yang dipakai
untuk ‘membuat cat bahan peledak. Turunan formaldehlda vang lain
adalah metilena difenil diisosianat, komponen penting dalam cat dan
busa poliuretana; serta heksametilena tetramina, yang dipakai dalam
resin fenol-formaldehida untuk membuat RDX {bahan peledak). Sebagai
formalin, larutan senyawa kimia ini sering digunakan sebagai
insektisida serta bahan baku pabrik-pabrik resin plastik dan bahan peledak’.

‘Kegunaan formalin dalam dunia medis dan industri, antara lain:
pengawet mayat; pembasmilalat dan serangga pengganggn lainnya; bahan
pembuatan sutra sintetis, zat pewarna, cermin, kaca; pengeras lapisan
gelatin dan kertas dalam dunia Fotografi; bahan pembuatan pupuk dalam
bentuk urea; bahan untuk pembuatan produk parfum; bahan pengawet
produk kosmetika dan pengeras kuku; pencegah korosi untuk sumur
minyak; dan dalam konsentrasi yang sangat kecil (kurang dari 1%),

135




Suwad REGISLASI HBOHESIA Vol 8 No, 1 “April 2ony

férmalin digunakan sebagai pengawet untuk berbagai barang konsumen
seperti pembersih barang rumah tangga, cairan pencuci piring, pelembut
kuht perawatan sepatu shampoo mobﬂ lilin, dan pemberszh karpet,

Karena resm formaldehzda dzpakai da_lam bahan konstruksi seperti
kayu Iapls/ tnpleks karpet, dan busa. semprot dan isolasi, serta karena
~resin ini. melepaskan formaldehlda secara pelan- pelan, formaidehxda
' merupakan salah satu polutan ruangan yang sering ditemukan. Apabﬂa

_ kadar di udara leblh dari 0,1 mg/kg, formaldehida yang terhisap dapat'

: _menyebabkan -mtam kepala dan membran mukosa yang menyebabkan
:.keluarnya air mata pusmg, teggorokan serasa terbakar ‘serta
kegerahan Paparan formaldel’nda dalam _}umlah banyak m1salnya
termmum dapat menyebabkan kematlan Dalam tubuh manusia,
Iormaldemda dikonversi menjadi asam format yang meningkatkan
keasaman darah, tankan nafas menjadi pendek dan sering, hlpotermm
juga koma, atau bahkan kematian.

Beberapa pengaruh formalin terhadap kesehatan adalah sebaga.l
benkut S

1. : Jika terhlmp akan menyebabkan rasa terbakar pada .‘mdung dan
tenggorokan, sukar bernafas, nafas pendek, sakit kepala, dan dapat
menyebabkan kanker paru-paru;

2. Jika terkena kulit akan menyebabkan kemerahan pada kulit, gatal,

... dan kulit terbakar,

3. Jika terkena mata akan menyebabkan mata memerah, gatal,
berair, kerusakan mata, pandangan kabur, bahkan kebutaan;

4. Jika tertelan akan menyebabkan mual, muntah-muntah, perut
_terasa perih, diare, sakit kepala, pusing, gangguan jantung,
kerusakan hati, kerusakan saraf, kulit membiru, hilangnya
pandangan, kejang, bahkan koma dan kematian.

Formalin berguna bila memang digunakan sesuai dengan
peruntukannya, tetapi bahan itu tidak boleh dijadikan sebagai pengawet
makanan karena ada pengaruhnya terhadap kesehatan. Walaupun
begitu, banyak produsen makanan tetap menggunakan bahan ini karena
bahan ini mudah digunakan dan mudah didapat, karena harganya relatif
murah dibanding bahan pengawet lain. Selain itu, formalin merupakan
senyawa yang bisa memperbaiki tekstur makanan sehingga
menghasiikan rupa yang bagus, misalnya bakse dan kerupuk.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan, diberi batasan sebagal

segalasesuatityang Berasal dari suniber hayati dan air, baik yang diclah
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Formalm Dalam K,a;:an Undanguvndang Kesehatan '_

:._: _.maupun yang tidak dmlah yang: dlpemntukkan sebaga1 ma_kanan atau
= mmuman bag1 konsum31 manusia, termasuk bahan tambahans pangan,

-__;_penylapan pengoiahan dan/ atau pembuatan makanem atau mmuman
Secara leblh khusus ketentuan tentang bahan tambahan pangan

o dlatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Pemenntah 1m Pasai 11

"_"ayat (1) menyatakan setzap orang yang memprodukm pangan untuk'
':_'dledarkan __dﬁarang menggunakan bahan -apapun sebagaz tambahan:
i : inyatakan terlarang. Sedangkan dalam Pasal 11° ayat (2)

I } nyatakan__ ahan ‘yang dmyatakan terlarang sebagalmana chrnaksud
i _'_:_.pada ayat (1) dztetapkan oleh: kepaia Badam‘-‘ Masmg~masmg menyatakan

bahwa: d11arang untuk: memasukka.n bahan: apapun sebagai ‘bahan
tam‘bahan pangan yang dmyatakan dilarang. Pasal: 12 ayat (1) dmyatakan
bahwa se‘aap orang yang memprodukm pangan denga;n menggunakan
__bahan tambahan pemgan untuk diedarkan wajib. menggunakan bahan
_tambahan pangan yang diizinkan. Selanjutnya Pasal 12, ayat {2) mengatur
_Zmengenal nama dan golongan bahan tambahan pan.gan vang dnzmkan
'tu_}uan penggunaan dan batas maksimal penggunaannya. . g

.. Ketentuan dalam kedua pasal tersebut di atas bertujuan mehndung1
_konsumen dari kerugian -atas kegiatan mengkonsumsi pangan yang
mengandung bahan pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan, Sepert
diketahui, fungsi bahan tambahan pangan antaralain untuk mengawetkan
makanan, mencegah pertumbuhan mikroba perusak pangan, mencegah
ter_;admya reaksi kimia yang dapat menurunkan mutu pangan dan
membentuk makanan menjadi lebih baik, renyah serta lebih enak.

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyatakan
bahwa kualitas pangan yang dikonsumsi harus memenuhi beberapa
kriteria, antara lain aman, bergizi, bermutu dan dapat terjangkau oleh
daya beli masyarakat. Aman yang dimaksud di sini mencakup bebas
dari cemaran biologis, mikrobiologis, kimia, logam berat dan cemaran
lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan
manusia. Hal serupa yang berkait dengan keamanan atas pangan
ditemukan juga dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2004 yang mengatur penicegahan pencemaran pangan
segar oleh cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu,
merugikan dan membahayakan kesehatan dari udara, tanah, air, pakan,

® Bahan Tambahan menurut Pasai ] angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 adalah
...bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk. mempengaruhisifatataw bentuk-pangan: :
® Kepala Badan yang dimaksud adalah badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
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pupuk, pestisida, .obat hewan atau ‘bahan lain’ vang ‘digunakan dalam
-produksi pangan. segar. Selain keamanan untuk pangan segar, aspek

keamanan juga diterapkan pangan. olahan (Pasal 6}, cara dzstmbu51_

pangan da.lam {(Pasal 7), cara ritel pangan yang baik (Pasal 8) serta ¢ara
_:produkm pangan siap saji (Pasal 9), termasuk juga produk pangan hasil

_rekayasa genetika sebagaimana’ d1atur dalam Pasai 14. Peraturan

".'Pemenntah Nomor 28 Tahun 2004,

Penggunaan bahan tambahan pangan yang dlmasukkan dala-n'
.-.'makanan bukanlah hai baru dalam’ proses: produk31 pangan Blasanya:
' '-{bahan tambahan pangan ini dagunakan untuk berbaga1 macam tujuan
__yaztu mul&u dan pena_mbah /penguat “rasa; mempercantlk penampllan

sampm dengan agar. produk makanan tahan Jama,

Penggunaan bahan tambahan- pangan sudah diatur sejak tahun
1988 lewat. Peraturan: Menteri Keésehatan Nomor 722/Menkes/
Permenkes/ 1988 junto Permenkes Nomor 1168/ Menkes/PER/X /1999
tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor 722/Menkes/ Permenkes/
1988 tentang Bahan Tambahan Makanan. Dalam Permenkes diatas
antara lain disebutkan bahwa yang termasuk bahan tambahan makanan
adalah: pewarna, pemanis buatan, pengawet, antioksidan, antikempal,
penyedap dan penguat rasa, pengatur keasaman, pemutih dan pematang
tepung, pengemulsi, pengental, pengeras dan sekuestran (untuk
memantapkan warna dan tekstur makanan).

Bahan tambahan makanan sendiri dalam Permenkes tersebut
dibatasi sebagai bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan
dan biasanya bukan merupakan ingredient khas makanan, mempunyai
atau tidak mempunyai nilai gizi, yang dengan sengaja ditambahkan ke
dalam makanan untuk maksud teknologi (termasuk organoleptik) pada
pembuatan, pengolahan, penyediaan, perlakuan, pewadahan,
pembungkusan, penyimpanan atau pengangkutan makanan untuk
menghasitkan atau diharapkan menghasilkan {langsung atau tidak
langsung) suatu komponen atau mempengaruhi sifat makanan.

Jenis bahan tambahan pangan yang diperbolehkan sudah
ditentukan seperti misalnya untuk pemanis buatan yang difjinkan adalah
aspartame, siklamat dan sakarin dalam jumlah tertentu. Sedangkan
penyedap rasa dan aroma yang masih aman adalah vetsin atau monosodium
glumat (MSG). Bahan tambahan pangan yang digunakan untuk
mengentalkan, mengelmusi dan memantapkan rasa makanan yang
aman digunakan antara lain berupa agar, alginate, deskirin, gelatin,

..gum, karagen, pectin.dan.gum Arasb.. Bahan tambahan DABLAn- Fang. -
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' tujuannya untuk ant;kempal yang dzrekomendas1kan adajah alummlum
.s;lakat kalszum silikat, magnedszum oksmla dan magnesaum mhka’c
_ _.Bahan pemutlh dan pematang yang du31nkan dx antaranya adalah asam'
-askorbat dan- kahum bromat ‘Kesemua ‘bahan tambahan pangan

sebaefannana tersebut di atas adalah produk .olahan: k1m1a Dengan
o '.:dem1k1an seb@narnya penggunaan bahan knma daIam makanan bukan
'_hal bari ‘dan tidak dﬂarang ' R P '

""'-Namun demlkian ‘akhir- akhn" ini. muncul i masyarakat prociuku.
produk makanan yang ternyata menggunakan bahan kmna pada'
‘makanan. yang sebenarnya tidak layak dikonsumsi oleh manusia. -

P Beberapa bahan tambahan pangan tersebut adalah’ borax10 formalin; zat_

pewarna methanyl yellow -dan rhodamin B yang menurut Permenkes
Nomor 1168/ Menkes/ PER/X/ 1999 dmyatakan sebagal bahan tambahan
pangan yang dﬂarang penggunaannya dalam makanan Secara _]elas
Ec}myaﬁ:al‘:a:ﬂ daiam Pasal 10 ayat { L Undang—Undang Pangan, bahwa setlap
orang yang memprodukm pangan untuk dledarkan dﬂara_ng menggunakan
‘hahan- apa pun sebagax ‘bahan’ tambahan pangan yang dmyatakaﬁ
'teriarang -atau meiampaui ambang batas maksimal yang dltetapkan
Pasal 16 ayat (1), berbunyi setiap orang yang memproduksi pangan untuk
diedarkan- dilarang menggunakan- bahan apa pun sebagai kemasan
pangan yang dinyatakan terlarang dan atau yang dapat melepaskan
cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.
Juga ditentukan dalam Pasal 21 huruf a, bahwa setiap orang dﬂarang
mengedarkan pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau
yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.

* Sanksi bagi pelaku usaha juga sangat jelas diatur dalam Undang-
Undang Pangan, yakni dalam Pasal 55 huruf (b), “Barang siapa yang
dengan sengaja, menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai
bahan tambahan pangan atau menggunakan bahan tambahan pangan
secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); Pasal 55 huruf (c)
“menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan
dan atau bahan apa pun yang dapat melepaskan cemaran yang

¥ Boraks adalah bahan solder, bahan pembersih, pengawet kayu, antiseptik kayu, dan pengontrol
kecoak. Sinonimnya natrium biborat, natrium piroborat, natrium tetraborat. Sifatnya berwarna putih dan
sedikit larut dalam air, Sering mengonsumsi makanan berboraks akan menyebabkan gangguan otak,
hati, lemak, dan ginjal. Dalam jumiah banyak, boraks menyebabkan demam, antria (tidak terbentukaya
urin}, koma, merangseng sistem saraf pusat, menimbullan depresi, apatis, sianosis, tekanan darah
_turun, kerusalan ginjal, pingsan, bahkan kematian, fitpy/ /wowsalman, blogspot.com f2006/01/bahava:...
“tormalim-dan-boraks. htmi)
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merugikan atau membahayakan kesehatan manusia, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 {lima). tahun dan atau denda paling ‘banyak Rp600.000.000,00
{enam ratus juta rupiah). Pasal 56 Undang-Undang Pangan berbicara
tentang kelalaian, Yang sanksinya berupa pidana penjara paling lama
I{satu) tahun dan atau denda paling banyak RpIQO 000 000,00 (seratus
dua puluh juta rupiah). '

. Pasal. 57 ‘berbicara tentang pemberatan - pidana, yaitu tambahan

: .seperempat dari pldana pokok, 1jika .mengakibatkan memmbuikan'

kemglan terhadap kesehatan manusz.a atau ditambah sepertzga apabﬂa
memmbulkan kematlan - I R

2 ) Kajian dalam Undang-Uﬂdaﬁg perlmdungan Kensumeﬁ

Konsumen sebagaumana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2} Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
adalh setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dari
batasan di atas, maka pengertian konsumen pada Pasal 1 ayat (2} di
a_tas merunjuk pada pengertian konsumen akhir!!. Konsumen akhir
yang dimaksud di sini berkenaan dengan tujuan penggunaan setiap
produk baik barang maupun jasa yang menyangkut semua aspek
kehidupan, yang sifatnya tidak untuk diperdagangkan. -

Salah satu produk yang dikonsumsi masyarakat adalah produk
makanan'?. Aspek perlindungan konsumen atas produk makanan
menjadi penting, karena tujuan utama mengkonsumsi makanan sendiri
adalah untuk memenuhi kebutuhan tubuh guna kepentingan tumbuh
kembang dan regenerasi sel, sehingga secara umum tujuan dari
kegiatan makan adalah untuk menjaga agar tubuh tetap sehat dan
bukan sebaliknya's. Konsumen berhak mendapatkan produk makanan
vang baik dan sehat sehingga aman untuk dikonsumsi, Hak atas -
keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu produk
tertentu (dalam hal ini termasuk juga makanan} konsumen menjadi

" Pemakai atau pengguna barang atau jasa {kensumen) untuk memenuhi kebutuhan dird sendiri,
keluarga atau rumah tangganya (untuk tujuan non-komersial) dan tidak untuk diperdagangkan kembali.
? Makanan adaleh (1} segala sesuatu yang dapat dimakan (seperti pangan, lauk-pauk); (2) segala
bahan yang kita makan atau masuk ke dalam tubuh yang membentuk atau mengganti jaringan tubuh,
memberikan tenaga, atau mengatur semua proses di tubuh; {3) rezeli.

B Imam Abdullah Bachagie, Menggugat Hak: Panduan Kensumen Bila Dirugikan, Jakarta: Yavasan, . . .
Lembaga Konsumen Indonesia, 1950.
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- salah satu hak dasar konsumen dalam UUPK Seiam hak atas keamanan_.

_da keselamatan UUPK. mengatur hak lam yang berka1t dengan'
' '_a___tan produk makanan yaitu: Ll R :
. hak untuk mermhh barang dan/ atau Jasa sesueu nﬂal tukar dan;'
"'jamman yang da_]anﬁkan ______ e L e e Z.:-
‘hak atas . informasi: yang benar Jelas dan _]ugur mengena; kondmr_'_
anjamman barang:.dan/ataujasa, enin b s :
“hak untuk. didengar: pendapat dan keluhannya atas barang dan
atau jasa yangdigunakan, - oot
“hak: untuk_mendapatkan Y vokasz,perlmd Dg_?.h":'da_n .'u'pe{”' a

enyeieséuaﬁ seﬁgketa perlmdungan konsumen T
-hak hak untuk dlpeﬂakukan atau dﬂayam secara benar dan Ju_]ur '
o serta tidak d1skr1m1nat1f T TR i
: ',_.jhak. untuk mendapatkan kompensasz, gant1 rug1 dan/ atau'_
:..;penggantlan apabﬂa barang dan/atau jasa yang. dltenma tldak,_
}sesueu dengan pmjan_uan atau tidak- sebagalmana mestmya :

B 'Jzka membmarakan hak konsumen maka ini terkait denga.n dasar'
.ﬁiosoﬁs perhndungan konsumen terhadap ket1daktahuan konsum_ n
akan proses “produksi suatu barang, sehmgga rentan terhadap berbaga;
bentuk kerugian yang mungkm d1t1mbulkan Proteksi terhadap
rangkamﬂ proses produksi makanan menjadi satu hal yang penting
dimana ‘aspek’ pertanggung]awaban pelaku usaha menjadi suatu
kesat_l_ian yang juga tidak dapat dipisahkan dari kegiatan konsuimsi
makanan oleh konsumen!®.'/Adanya bahan kimia dalam makanan
akan ‘merugikan konsumen, bila bahan kimia yang dimaksud adalah’
bahan ‘kimia yang tidak sesuai dengan peruntukan dan d11ara.ng'
Larangan menggunakan bahan-bahan kimia tertentu ke dalam produk
olahan pangan tidak hanya ada dalam peraturan di bidang kesehata.n
sebagaimana tersebut di atas. Dari sudut perlindungan konsumen pun-
hal ini diatur, séperti misalnya Pasal 8 ayat (1) butir (a) yang menyatakan
pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau.
bekas dan tercemar tanpa memberitahukan informasi secara Iengkap:
dan benar atas barang yang dimaksud. Pasal ini memberikan beban
kepada pelaku usaha produk makanan untuk tidak memperdagangkan
produk yang tercemar, sehingga jika mencampurkan bahan kimia yvang

* - AZ, Nasution, Konsumen Dan Hukum: Tinjzuan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada. Perlindungan. .. .

""Konsumen, Jakarta: Sinar Harapan, 1995, him. 34.
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dﬂarang pada makanan sama artinya telah menyebabkan makanan
tersebut menjadi ‘tercemar oleh bahan kimia yang tidak sesuai
peruntukannya. Pasal 8 ayat (3) UUPK menentukan bahwa pelaku usaha
dilarang . sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan
tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan
benaratas barang yang dimaksud. Pengertian dari ayat ini ‘mempertegas
'apa yvang diatur dalam ayat dengan memberi batasan yang jelas: dencran
tentang produk yang dilarang, yaitu pangan yang tercemar

Selain dalam Pasal 8, ketentuan pembebanan pada peiaku usaha
untuk’ tidal menggunakan bahan campuran kimia berbahaya dalam ™
produk makanan terdapat dalam Pasal 7 huruf a dan huruf d. ‘Dikatakan
dalam Pasal tersebut: {a). kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik
dalam melakukan kegiatan usahanya; {d). kewa_]iban pelaku usaha
adalah menjamin mutu barang dan /atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan. Dari kedua ketentuan tersebut
tampak bahwa menggunakan bahan kimia yang dilarang dalam
makanan mengindikasikan adanya itikad tidak baik dari pelaku usaha
daiam melakukan usaha dan pelaku usaha tidak melakukan kewajiban
untuk menjamin mutu makanan yang diproduksi dan diperdagangkan
berdasarkan ketentuan ini tidak terpenuhi.

- Terhadap kerugian yang ditimbulkan dari pelanggaran ketentuan
pasal-pasal tersebut di atas, diwajibkan pelaku usaha dalam Pasal 7 huruf
f memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa
yang diperdagangkan. Hal yang sama berkait dengan pembebanan
tanggung jawab terhadap pelaku usaha untuk memberi ganti rugi atas
produk yang dipasarkan tercantum pula dalam Pasal 19 ayat {1) dan ayat
{(2) UUPK. Selain tanggung jawab secara perdata berupa kompensasi atau
ganti rugi, pelaku usaha dapat juga dijatuhi hukuman pidana, baik
pidana pckok maupun pidana tambahan- berupa kurungan atau denda,
Hka terbukti melanggar Pasal 8 sebagaimana tercantum dalam Pasal
62 ayat (1) dan berlakn Pasal 62 ayat (3] jika pelanggarang tersebut
menyebabkan cacat atau kematian pada konsumen.

Selain dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, larangan
penggunaan bahan kimia berbahayz juga diatur dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, khususnya dalam Pasal 10 ayat
{1} yang menyatakan setiap orang yang memproduksi pangan untuk
diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan

- tambahan-pangan-vang dinyatakan-{erlerang atev-melempaul ambang-
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L :batas maksamal yang dztetapkan Ketentuan teni:ang bahan tambahan.

.pangan yang terlarang inijuga. d;.pertegas dalam’ Pennenkes Nomor. 1 168 S/

: -;::Menkes /PER/X /. 1999 dan pelanggaran atas ketentuan ini menyebabkan
_ .'terancamnya keamanan pangan ‘dan. tentunya akan membahayakan'

;kesehatan :,{113‘111181.5115

Keamanan pangan sendn'z dmyatakan dalam Pasal 1 aya : 4

- Uﬁdangﬂndang Nomor 7: 'I‘ahun 1996 tentang Pangan sebaga1 kondzéﬁ_

dan't upaya yang dzperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkman

"'-_f-cemaran biologis; kimia dan benda lain yang dapat mengganggu__'_
'.meruglkan dan_membahayakan kesehatan manus1a Penggunaanb han

: k:trma yang ;dzlarang dalam makanan’ menyebabkan keamanan’ pangan

menjadl tidak texjamm karena kond131 dan. upaya vang diperlukan untuk
_mencegah pangan dan kemungkman cemaran Kimia yang dapat
mengganggu memg1kan dan mernbahayakan kesehatan konsumen
_tzdak lagi. terpenuhz denga.n baﬂc ' NIRTA ' :

Sementara itu,untuk kemasan pangan duatur dalam Pasal 16: aua Vg
-(1) yang berbuny1 “Setzap orang yang memproduksi pangan untuk
dxe_darkan dilarang ‘menggunakan bahan ‘apapun ‘sebagai kemasan
pangan yang dinyatakan terlarang dan atau yang dapat melepasakan
cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia;
ayat {2} nya: Pengemasan pangan yang diedarkan dilakukan melalui
tata cara yang dapat menghindarkan tezjadmya kerusakan dan atau
pencemaran®,

_.Dari kedua ketentuan undang—undang tersebut sudah sangat Jelas,
bahwa penggunaan formalin dalam bahan makanan dilarang karena
sangat merugikan konsumen (masyarakat), namun pertanyaannya
adalah, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketanya, agar si
pelaku segera mendapat hukuman dan dapat menjadi penjera bagi calon-
calon pelaku lainnya.

'Badan POM RI dalam rapat koordinasi lintas sektor penegakan
hukum bidang obat dan makanan, pada tanggal 8 Oktober 2009
menyatakan, bahwa penambahan bahan formalin dalam makanan
merupakan sebuah bentuk kejahatan yang terorganisasi. Oleh karena
itu, penanganan perkara tindak pidana obat dan makanan harus
dilakukan secara terpadu dan bersinergi antara sektor yang tercakup
dalam Criminal Justice System antara lain Badan POM RI, POLRI,

.5 - Yusuf Shopie, Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukuarnya, Bandung.: Citra Aditya. ...

Bakti, 2003, alm, 112,
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Mahkamah Agung Rl dan Kejaksaan Agung Fl beserta jajarannya. Unituk
itu /Badan POM:RI memprakarsal kerjasama tersebut melalui Rapat_
Tahunan Koorcimasz Lintas Sektor Penegakkan Hukum Bidang Obat: ﬁan
.Makanan Pemyataan ini didasarkan pada jumlah kasus, yang sampai
pada bulan September 2009, terdapat kasus projustitia sebanyalk’ 98 -
; kasus, yang terdiri kasus:makanan sebanyak 17 kasus, kosmet}.ls: 23

kasus, obat tradlsmnal 21 kasus, dan obat 37 kasus!é, .

UUPK memperkenaikan model penyelesaian di luar 11t1ga31 atau
3a1ur peradﬂan;:_dalam Pasal 49 ayat {1) yang berbunyl “Pemermtah'
' ':-membentuk badan penyelesaian sengketa: konsumen di Daerah Tingkat

T:untuk penyelesalan sengketa koensumen: diluar pengadilan”. Dalam

Pasal 52 diatur tentang tugas dan wewenang badan ini'" (BPSKj.-

Tugas dan’ Wewenang BPSK adalah’; penanganan dan penyelesaian
sengketa konsiumen melalii mediasi's, arbitrase'® atau konsiliasi®.
Namun, menurut penjelasan pasal 45 ayat (2), penyelesaian sengketa
-di luar pengadilan dapat pula diselesaikan secara damai oleh mereka
yang .ber-sengketa.';‘[ang dimaksud dengan cara damai adalah
penyelesaian yang dilakukan kedua belah pihak tanpa melalui

# - http: [/ pkditienpdn.depdag.go.id/index. phpPpage=aduansta
H Tugasdan“mwwnangBPSK
1. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi
atau arbitrase atau konsiliasi;
. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku:
melaporkan kepada penyidik umum apabila tefjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya
pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perkindungan konsumen;
. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan
konsumen;
. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi abli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui
pelanggaran terhadap Undang-undang ini;

9. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap
orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggitan
badan penyelesaian sengketa konsumen;

10.mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan
dan/atau pemeriksaan;

11.memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen:

12.memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap
perlindungan konsumen,;

13.menjatuhkan sanksi administratil kepada pelaku usaha yang metanggar ketentuan Undang-
undang ini.

*® Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatlkan pihak Letiga vang bersifat netral
dengan tijuan membanty penyelesaizn senglketa dan tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan
¥ Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para
pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kepada BPSK.

® Konsiliasi adalah penyelesaian yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan
didampingi pihak ketiga yang bertindak pasii sebagal Konsiliator, sedanghan proses sepenuhinya
..Giserahkan pada pihak yang bersengketa yaitu Pelaku Usaha dan Konsumen mengenai. bentulc atan, .
jumiah ganti ruginya.

o Ne AN
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-pengadilan ataupun BPSK. Penyelesaxan sengketa di luar. pengadﬁan
tidak menghﬂangkan tanggung Jawab pldana sebagan:nana dlatur dalam
-'-Pasai 45 ayat" (3) -UUPK, Hal ini- Karena’ penyelesa:;an sengketa di- iuar
"pengadzlan ‘bersifat pardata sehmgga Uu- mengatur bahwa penyelesaian
sengketa diluar pengadﬂan tidak men3ad1 alasan untuk: menghﬂangkan

'-tanggung }awab pldana Bemkut ini- adalah bagan alur penyelesaian_'-

: e HR FRR
‘Aparat

i 4 Pongativan’} | Madly -
2 “Kens ] <| . Ragistes

.. Bukan

Kt Momuaskan I m im;a"%ma&] S

E BPSH —l | PollatiPN !

Sengketa yang d1se}esa1kan dengan cara-cara tersebut wa_ub
diselesaikan selambat- -lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari
ker_]a terl:utung sejak permohonan diterima di Sekretariat BPSK.
Pu?t_usan_BPSK bersifat final dan mengikat.

Beredarnya berbagai jenis makanan yang mengandung formalin
di pasaran, menunjukkan bahwa masyarakat kebanyakan belum
menyadari ancaman bahaya di balik makanan (foodborne diseases) dan
pemerintah belum sungguh-sungguh menindak pelakunya guna
memben perhndungan kepada konsumen pangan. Inilah inkonsistensi
pemermtah terhadap pemberlakuan Undang-Undang Pangan khususnya
pasal 21 huruf a tentang pangan yang mengandung bahan beracun,
berbahaya atan yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan
atau Jiwa manusia. Pengedar makanan suplemen dan produk olahan
pangan lain yang mengandung bahan berbahaya seharusnya dipidana
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen tersebut di atas.

Di sisi lain, amat disayangkan hingga kini masih banyak produk

makanan yang beredar tidak diberi lebel. Pihak produsen seharusnya

~ sudah menyadari bahwa label merupakan salah satu unsur perlindungan
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konsumen pangan, sebab di sana terkandung pesan amat penting untuk
chketahui konsumen mengenai produk pangan bersangkutan. Peraturan
. Pemermtah {PP) Nomor 69 tahun 1999 yang mengatur tentang pelabelan
pangan, sgsung_gg_hnya merupakan payung yang melindungi konsurmmen
pazigan dan'diharapkan dapat menjembatani kepentingan produsen dan
konsumen ke arah iklim perdagangan yang jujur dan bertanggung Jawab

Oleh karena 1tu, pemermtah harus konsisten memberi perfmdungan
kepada konsumen pangan mengingat hak konsumen kerap dxlangga;‘
- oleh kekuatan bzsms makanan yang menjanglkan keuntungan besar'

Peranckat hukumnya sudah ada, yakm Peraturan Pemerinth Nomor. 69
Tahun 1999 tentang pelabeian pangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1996 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Ketiga payung hukum ini juga dapat memberi
peluang kepada konsumen pangan untuk memperjuangkan haknya.
Unsur keamanan'pangan dalam bisnis industri pangan sudah saatnya
diperhatikan, sebab foodborne disease dapat menciptakan problem serius
kesehatan masyarakat.Selain dapat menjadi penyebab kematian, hal itu
juga menimbulkan kondisi kurang gizi yang menghambat pembangunan
nasional. '

3. Kajié.n dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang
i Pangan

Dalam suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian terhadap
seseorang, maka sudah tentu pihak yang melakukan kesalahan wajib
mengganti kerugian. Seseorang, dalam hal ini korban, dari tindakan
tersebut mengalami kerugian baik material maupun moril sehingga
adalah sudah wajar kiranya kalau orang yang dirugikan tersebut
mendapat imbalan berupa ganti rugi dari pihak yang merugikan.

Dalam menentukan pertanggungjawaban suatu tindakan bagi
pihak yang dirugikan (konsumen), maka pihak korban dapat
memperoleh sejumlah ganti kerugian yang pantas untuk mengganti
kerugian yang telah dideritanya. Pihak penimbul kerugian wajib untuk
memberikan sejumiah ganti kerugian pada korbannya. “Menurut hukum
yang berlaku menyebutkan bahwa si pelaku perbuatan berkewajiban
memberi ganti kerugian pada seorang penderita kerugian”®!. Pada
dasarnya ketentuan yang mengatur perlindungan hukum bagi konsumen
dapat dijumpai dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai

T F Hermien Hadiat & Keoswadyl, Hukdm dan Masalah Medik, Alriangea, Surabaya, 1984, hlm. 34~
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_ '-berikut “Tzap perbuatan melawan hukum yang membawa kemgzan
"kepada seorang lain," mewa_pbkan orang yang karena saIahnya
: _menerbztkan keruga.an tersebut”. ' : :

~Didalam Undang—Undang Kesehata.n disebutkan juga perhndungan_
.’cerhadap konsumen :yaitu Pasal 55; yang- ‘berisikan ketentuan antara :
o lam sebagm benkut A1) Set:lap orang. berhak. atas ganti. rug1 akxbat: -
. kesalahan atau kelalalan ‘vang: dllakukan tenaga kesehatan (2} Ganti
' rugl Sebagazmana dimaksud dalam ayat {1): dﬁaksanakan sesuai dengan'

o _peraturan perundang—undangan yang berlaku Pembenan hak atas gantl_: '

; empakan-suatu upaya untuk’ membenkan perlmdungan bagl‘-
':set1ap 6rang atas, suatu akibat. yang tmlbui ‘baik ﬁsak maupun non fisik -
karena kesaiahan atau kelalalan tenaga kesehatan. Perhndungan ini
sangat pentmg karena ak1bat kelalaian atan kesalahan itu mungkin
_dapat menyebabkan kematian atau menimbulkan cacat permanen. Yang'
dlmaksud dengan kerugian fisik adalah hilangnya atau tidak
berfungsmya seluruh atau sebagian organ tubuh, sedangkan kemgla.n
'non ﬁs1k berkaltan dengan martabat: seseorang, ST

- Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan '
hal mengenai pengamanan makanan dan mmuman secara khusus
diatur dalam Pasal 111, yang berbunyi:

1)- -___’-Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat
‘harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.

2} - Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat

- Izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangari.

3) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda
atau label yang berisi: :

Nama produk;

Daftar bahan yang digunakan;

Berat bersih atau isi bersih;

Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan

makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia; dan
e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa. :

4}  Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilakukan secara benar dan akurat.

S} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian label
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

5} Makanan dan minuman vang tidak memenuhi ketentuan standar,

oo

--persyaratan-kesehatan;-dan/atew-membahayakan kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan,
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~ ditarik dari peredaran dicabut izin edar dan disita untuk'

'_dlmusnahkan sesueu dengan keten‘cuan peratx_ an perundamg-
' undangan :

... Dari pasal di.atas terlihat - bahwa penggunaan bahan berb&haya
__pada makanan . dﬂarang, dan meskipun aturan ini hanya berS1fat
.-hnnbauan, tetap1 dalam- prateknya terhadap ke;ahatan penggunaan

Undang~Undang Perhndungan Konsumen

Penggunaan formahn untuk bahan pengawet makanan adalah

-'.-melanggar peraturan pemermtah karena dalam jangka pan_} 'ng_'

-pengonsumsmya dapat ‘menderita penyaklt kanker dan gangguan gmgal

Kasus penggunaan formalin, boraks dan sejenzsnya pada makanan
mencerminkan kelemahan koordinasi dari tiga instansi yang
bertanggung jawab menangani peredaran bahan makanan dan
minuman. Ketiga instansi tersebut adalah Kementrian Penndustnan
yang bertugas membina industri, Kementrian Perdagangan yang
menangani tata niaga, dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan
{BPOM) yang melakukan pengawasan bahkan penyehd1kan Iangsung
sampai ke batas-batas tertentu.

Di sisi lain, peraturan tentang penggunaan formalin dan bahan
kimia tertentu (BKT) dalam produk pangan seperti tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan serta Undang-
Undang Perlindungan Konsumen, kelihatannya telah terdistorsi.
Kementrian Perindustrian dan Kementrian Perdagangan sebenarnya
sudah membuat regulasi tentang tata niaga BKT, seperti formalin dan
rhodamin B. Bahan-bahan itu seharusnya hanya dijual kepada pengguna
akhir (end user), tetapi ternyata masih terjadi penyimpangan pada tahap
distribusi. Sebab itu, pemerintah hendaknya memperketat distribusi
peredaran formalin dan sejenisnya, di samping mencari alternatif bahan
pengawet lain yang murah tetapi aman untuk produk pangan.

Ada dua instrumen perlindungan yang seharusnya diperhatikan
pemerintah. Pertama, perlindungan pra-pasar, yaitu pemeriksaan produk
sebelum masuk pasar. Untuk bahan pangan maupun kemasannya,
semua produk itu harus melalui proses registrasi. Juga harus ada proses
standarisasi. Kedua, konirol pasca-pasar. Setelah barang itu masuk ke
pasar, harus ada mekanisme kontrol tetap berjalan. Jika suatu barang
yang beredar tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka
barang itu harus ditarik dari pasar. Kedua kontrol itu, pra-pasar dan

- paseca-pasar scjaulyini memang belum berjalan baik; padahsl miekanismos
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-kontrol yang baik dari-pemerintah akan menjamin bahwa barang yang
~beredar di-pasaran steril:dari: bahan bahan berbahaya bag1 kesehatan
masyarakat § ; : : -

Mara}mya kasus produk pangan dengan bahan pengawet berbahaya

juga menunjukkan adanya kegagalan sosialisasi dan pengabazan .
-masyarakat tentang: pentingnya makanan -sehat. Karena itu,

penanggulangan kasus ini hendaknya betui betul. bertujuan demi
_memberantas ‘tuntas. penyalahgunaan bahan: pengawet ‘bahan kimia,

“bukan karena motﬂ" lain demi keuntungan semata, Kasus 1n1 mungkm K'
g dapat men_]adl perhat1an bag1 penegak: hukum lamnya, bahwa faktanya -

memang peredaran makanan berbahan formalm sudah tldak dapat 1ag1
-dibendung dalam. masyara.kat ST P .

Pada tanggal 14 Oktober 2009, Dlrektorat Narkoba Polda Metro Jaya
menggerebek pabrik tahu di Jakarta Timur, yang diduga menggunakan
formalin dalam prosés pembuatan bahan makanan ini??. Pusat
Komunikasi dan Informasi-Polda Metro Jaya di Jakarta menyatakan,
polisi telah menangkap pemilik pabrik tahu bernama TY. Pabrik tahu di
J1 Cipinang Muara, Jakarta Timur kepergok menggunakan formalin saat
membuat tahu. Dari pabrik tahu itu, polisi menemukan barang bukti
antara lain satu _]engen formalin cair, tiga kilogram formalin bubuk, 10
biji tahu putm satu set penggilingan kedelai dan satu cetakan tahu.
Sepanjang ta_hun 2008 petugas gabungan Polda Metro Jaya dan penyidik
pegawai negeri sipil (PPNS) Pemda DXI menangkap enam pengusaha
tahu Mereka menggunakan formalin untuk mengawetkan tahu di Jl
Mampang Prapatan dan Jl Cipinang Muara. Petugas berhasil menyita
barang bukti antara lain 75 liter cairan formalin, alat memproduksi tahu
serta alat untuk mencampur formalin dengan tahu. Data di Forum Peduli
Kesehat_an Masyarakat {FPKM]) menyebutkan, 97 persen pabrik tahu di
Jakar_ta menggunakan formalin sebagai pengawet. Setiap satu liter air
yang dipakai merendam tahu mengandung formalin 2,5 gram.

Inilah komitmen dari pemerintah untuk menjalankan ketentuan
Undang-Undang Kesehatan yang memberikan kepada setiap warga
kesempatan untuk mendapatkan kesehatan an fasilitas kesehatan vang
baik. Peran PPNS dalam penyidikan dugaan kesechatan dalam bidang
kesehatan telah diatur dalam Pasal 189 Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2002, bahwa selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, pejabat
pegawai negeri sipil terfentu di lingkungan pemerintahan vang

DL [ wie tvohe E0.1 ] Betita Jie 125566,2000/16] 15 poldametrogerebekpabritahuberformaiing
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menyeienggarakan urusan i bidang kesehatan juga diberi’ Wewenang

khusus sebagaz penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undanngndang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan

penyidikan | tmdak pzdana di bidang kesehatan Kewenangan PPN S 1n1
mehpuu

a.: ;melakukan pemenksaan atas kebenaran laporan serta keterangan _
it 'tentang tindak pidana di bidang kesehatan; - :
“hos melakukan -pemeriksaan terhadap. orang yang d;duga melakukan'
R ._'.:tmdak Pzdana di: bldang kesehatan; =~ - : L
-c.. meminta keterangan dan bahan. buktx dari orang atau badan hukum
s -_;.:_:sehubungan dengan tmdak pidana di- bzdang kesehatan :
d melakukan pemeriksaan atas surat-dan Jatau- dokumen iam
. .tentang tindak pidana di bidang kesehatan; :
e . 'melakukan pemenksaan atau penyitaan bahan atau barang bukt1
- _dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan; sl
£ _'memmta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penylcizkan
- tindak pidana di bidang kesehatan; .
g ”.menghennkan penymhkan apabila tidak terdapat cukup buktx yang
N 'membuknkan adanya tindak pidana di bidang kesehatan. :

:"-Selam melakukan upaya represif terhadap pelaku tmdak pldana
di’ bldang kesehatan Pemermtah juga akan membentuk tiga tnn untuk
menangani masalah pengawas produk makanan dan minuman yang
terkandung kandungan formalin. Tim tersebui: berasal dari berbaga1
departemen dan instansi terkait untuk menangani masalah makanan
dan minuman yang mengandung formalin dan bahan berbahaya lainnya.
Tim penanggulangan makanan beracun ini dibentuk karena selama
ini pengawasan dilakukan oleh sejumia_h kementrian secara sendiri-
sendiri. Tim tersebut berasal dari Kementrian Kesehatan, Perindustrian,
Perdagangan, Komuhnikasi dan Informasi, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Koperasi dan UKM, dan Badan Pengawasan Obat dan
Makanan {(BPOM). '

Tim kecil pertama akan menangani masalah penanggulangan
terhadap pemakaian bahan pengawet berbahaya pada makanan dan
minuman. Tim Kementrian Kesehatan, Kementrian Perdagangan dan
BPOM. Tim kedua akan melakukan penyelamatan terhadap industri
yang terdiri dari Kementrian Perindustrian, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, serta Koperasi dan UKM. Tim ketiga melakukan
penyuluhan dilakukan Kementrian Komunikasi dan Informatika,

- Kesehatan, Perdagangan dan-BPOM:. Tim-tim tersebut; akan -membuat - - 4 o
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‘konsep mengenai empat masalah yang harus diselesaikan, Masalah
‘ pertama, tindakan penyuluhan secara positif kepada masyarakat tentang
bahan-bahan pengawet berbahaya Kedua, pengawasan terhadap produksi,
d1strzbu31 dan impor akan dﬂakukan secara ketat. Pemerintah akan
'.membentuk satu lembaga pengawasan produk makanan dan minuman
untuk melakukan penataan lebih baik dengan. mehbatkan sejumlah
: _kementnan dan mstanSI terkait. Ketlga masaiah hukum, yakm-
_ membuat peraturan untuk melengkapl unda.ng—undang yang Sudah ada :
dengé.n_ meiarang_ penggunaan bahan pengawet berbahaya. Juga akan.
' kum' sas terhadap pemakai dan penjual
: yang menggunakan produk pengawet berbahaya Masaiah keempa’c
' 'melakukan penyelamatan terhadap 1ndustr1 mdustrz kecﬂ dan

menengah yang terkena dampak kasus forma}.m ' SRS

“Pada dasarnya apa yang diatur dalam undang-undang Kesehatan
tidak jauh berbeda dengan apa yang diatur dalam’ Undang-Undang Pangan,
mengenai upaya- apaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam
hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum:di bldang pangan.

“Dalam ‘melaksanakan fung31 pengawasan sebagazmama tersebut
dz atas, pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengambil
tindakan administratif, berupa: peringatan secara tertulis; larangan
mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk
menarik produk pangan dari peredaran apabila terdapat resiko
tercemarnya pangan atau pangan tidak aman bag1 kesehatan manusia;
pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa
manusia; penghentian produksi untuk sementara waktu; dan pengenaan
denda dan atau pencabutan izin produksi atau izin usaha.

¥, EKesimpulan

Berdasarkan dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa
perbuatan mencampur makanan dan/atau minuman dengan campuran
bahan berbahaya formalin merupakan tindak pidana menurut undang-
undang Pangan dan undang-undang Kesehatan. Masyarakat dapat
melakukan tuntutan terhadap pelaku usaha yang melakukan tindak
pidana di bidang pangan tersebut dengan instrumen Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Banyaknya
makanan dan minuman serta kemasan®yang telah tercampur bahan
berbahaya formalin tidak dibarengi dengan tindakan represif pemerintah
untuk segera menindak pelakunya. Instrumen paling dekat yvang dapat
dilaltukan oleh masyarakat sebagai korban 1angsung adaiah denﬂan
“melalul ‘mediasi dengan perantaraan BPSK T B
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DIREKTORAT PENGUNDANGAN PUBLIKASI DAN KERJA SAMA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

_Kegxatan Subdzrektorat Pengundangan Perundang-undangan

Pemberian Nomor dan Tahun LN/TLN dan BN /TBN . g
Pemberian Nomor dan Tahun pada media LB/TLN dan BTN suc;'iah' :
dilaksanakan sebagsuana mestinya. Terhitung mulai tanggal 4 Januan:
2011 sampai dengan tanggal 16 Maret 2011, telah diberikan nomorj”
'pengundangan sebagai berikut:

Lembaran negara mulai nomor 1 s.d nomor 38
_Tambahan Lembaran Negara mulai nomor 5184 s.d 5203

“Berita Negara mulai nomor 1 s.d nomor 154

-Tambahan Berita Negara 0 '

B0 ;o.-ir*

'REEAPITULASI JUMLAH PERATURAN PERUKDANG-UNDANGAN
YANG DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN NEGARA,
TAMBAFAN LEMBARAN NEGARA DAN BERITA NEGARA,
TAMBAHAN BERITA NEGARA TAHUN 2011
{2 Januari 2011 s.d 16 Maret 2011)

. Lambaran Fambahan
NO. JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Negara Lembaran
Negara
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1 Undang-Undang - 2 2
2 PERPU
3 Peratran Pemerintah 20 8
4 Paraturan Presiden 4
] Paraturan Bank Indonesia 12 0
[ Paraturan BPK
JUMLAH 38 20
- Borta Tambshan
NO.§ JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Negara Lembaran
Negara
KEMENTERIAN
1 Peraiurén Bersama Menteri Dafam Negeri dan Menteri Kesehatan . 1
2 Peraturan Menteri Pertahanan 3
3 Peraturan Menteri Psrindustiian 8
4 Peraturan Menter! Agama
§ Peraturan Menterd Kehutanan 15
5] Peraturan Menteri Hukum dan HAM 1
7 Peraturan Menten Negara Perumahan Rakyat 2 1
8 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan & PA §
8 Peraturan Mentert ESDM 4
10 Peraturan Menteri Pertanian 3
11 Peraturan Menteri Keuangan 49
12 Peraturan Menteri Sogial 1
13 Peraturan Menterl Dalam Negesi 1
14 Peraturan Menteri Pandidikan Nasional
i Paraturan Menter Lingkungan Hidup
15 Peraturen Menien Pardagangan . 4
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17 +} - Peraturan Menteri Tenaga Kera dan Transmigrast 2
18 Peraturan Menteri Kefautan dan Petikanan 11
18 Peraturan Menteri Pekarjaan Umuem 1
20 | Peraturan Menteri Riset & Teknologt

1 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecell dan Menengah 1
22 Peraturan Meanteri Komunikasi dan Infermatika 2
23 Peraturan Menteri Kesehalan 8

JUMLAH 133

| NON KEMENTERIANLPNK

1" .1 Peraturan KAPOLRI ' 2
2 Peraturan Kepata Sandi Negara
3.} Peraturan Kepata LPSK
4 - Peraturan Kepala PPATK ; i
5 Peraturan Kepala BKPM 2
& Peraturan Kepala Badan Narkatika Nasional
7 Feraturan Kepala Badan Standarisasi Masional 2
8 Paraturan Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan RI 5
9 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
10 | Peraturan Badan Wekaf Indonesia
1 Persturan Ombudsman Republik Indonesia
12 Peraturan Komist informasi
13 Peraturan Komisi Nasional HAM
14 | Peraturan Kepala BMKG ~° e
15 Paraturan Komisi Pemilinan Umum 1
16 | Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
17 "1 “Peraturan Badan Tenaga Atomn dan Nuklir Nasional 2
18 Peraturan LAN
18 | Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
JUMLAH 21 0
JUMLAM KESELURUHAN (KEMENTERIAN + NON KEMENTERIAN) 154 0

Pearaturan BPK

Peraturan Bank Indonesia

Peraturan Presiden

Peraiuran Pemerintah

PERPU

Undang-Undang

o 5 16 15 20 25 30

@ Lembaran Negara w Tambahan Lembaran Negara




Peraturan Beféa'nﬁ_
" Menteri Dalam Nege
-dan Menteri Kes__ehata

2 0,4 T 06 Y T 1,2

.. mBertaNegara ' B Tambahan Berita Negara

Peraturan Menleri Kesehatan

-+, v Peraturan Menteri Kemunikasi dan informatika

Peraturan Mentesi Kope_ras.i dan Ussha Kecil dan Menenga“h_
% _. . Paraturan Mentari Rise:t.& Teknalogi

?eratura_n Menteri Pekeriaan Umum

Peraturan Menter? Kelautan dan Perikanan

. Peraturan Menteri Tenaga Kera dan Transmigras

L " Peraluran Menteri Perdagangan

Peraturan Mentari Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Pendidixan Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Peraturan Menteri Sosial

Peraturan Menteri Kevangan

Peraturan Mentari Pertanian

Peraturan Menteri ESDM

Paraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan & PA

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Peraturan Menteri Kehutanan
Peraturan Manteri Agama
Peraturan Menteri Perindustrian

Peraturan Menteri Pertahanan

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negari dan Menteri Kesshatan
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- Peraturan Badan Pengavias Pemithan Umum

" Peraturan Radan Tenaga Ataim dan Nk l}_l_a"siqnal i
- Peraluran Badan Pengawag Obat dan Maka:nan

" " Peraturan Komisi Pemilihan Umum

.+ Peraturan Kepalz BIKG
' Per_atura_rs_KQmisi Nagional HAM

an Komisi Informasi

: Peratdranbmbudsn{ah Republik Indonesta |
““Peraluran Badan Wakaf Indonesia

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat

Peraturan Kapala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan RE
Peraturan Kepale Baden Standarisasi Nastonat
. Paraturan Kepals Badan Netkotika Naslona '

. Peraturan Kepala BKPM

Feraturan Kepala PPATK

" Peraturan Kepata LPSK
Peraluran Kepata Sandi Negara

Peraturan KAPOLRE

zBerta Negara

@ Tambahan Beits Negara
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- - ] 74/PMIK.010/2007 TENTANG 77
PENYELENGHARAAN PERTANGGUHAN'
| ASURANSE PADALINI USAHAASURANS[ '
: KEND RAA| BERMOTOR W :
a2 PERATURAN MENTERt KEUANGAN ®i : _PEDOMAN AKUNTANSI DAN.. oo 174/2011. Varo1. 0l
H e - NOMQR GZIPMK {}51'2011 | PELAPORAN ASET BERUPA BARANG R O
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[:KONT TOR KO}@TRAK KERJASAMA
s PERATURAN MENTERI KEUA%‘%GAN Ri: ?EMGELOLAAN BARANG MIL&K
L NOMOR 03/PMICOB/20H | NEGARA YANG BERASAL DARI
BARANG RAMPASAN. NEGARA DAN
. EARANG GRATiFIKASI :
o+ )| PERATURAN MENTERI ENERGI DAN PEQDMAN TEKNIS PEMBONGKARAN amzan HAZ01 .
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NOMOR 02 M-IND/PER/1/2011 ‘| LISTRIK DAN ELEKTRONIKA DARI
IR BN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN _
DINEGARA-NEGARAASEAN 00"
707 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN | PEDOMAN FORMULASI, IMPLEMENTASI, 142011 1701
' . RINCMOR P.2. MENHUT-I2011 EVALUASI KINERJADAN REVISI - ' L
T T B HEBIJAKAN PUBLIK D1 LINGKUNGAN |
KEMENTERIAN KEHUTANAN -
8.8 PERATURAN MENTERIDALAM = " | PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN 1140/2014 WIZ011 -
DR NEGERI RI NOMOR 3 TAMUN 2011 HAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN SRR
- - AR KEMENTERIAN DALAM NEGERI
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2008 YANG DIALOKASIKAN DALAM
1 'APBN TAHUN ANGGARAN 2011
111 PERATURAN MENTERI KEUANGAN Ri | ALOKAS! KURANG BAYAR DANA BAGI 1102011 1140/20611
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TAHUN ANGGARAN 2007, TAHUN
ANGGARAN 2008, DAN TAHUN
ANGGARAN 2009 YANG DIALOKASIKAN
DALAM APBN TAHUN ANGGARAN 2014
2} 12 PERATURAN MENTERI KEUANGAN R! | ALOKAS! KURANG BAYAR DANA BAGH 140/2044 o201
NOMOR 07/PMK.07/2011 HASN, SDA PERTAMBANGAN
KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2007,
TAHUN ANGGARAN 2008, DAN TAHUN
ANGGARAN 2009 YANG DIALOKASIKAN
DALAM APBN TARUN ANGGARAN 2811
1313 PERATURAN MENTERI KEUANGAN Rl | ALOKAS! KURANG BAYAR DANA BAGH 1102611 110201
NOMOR 08/PMK.07/201% HASIL SDA PERTAMBANGAN PANAS
BUMI TAHUN ANGGARAN 2008, TAHUN
ANGGARAN 2807, DAN TAHUN
ANGGARAN 2008 YANG DIALOKASIKAN
DALAM APBN TAHUN ANGGARAN 2011




18, Vp) 8N ;-5@" PR

RI NOMOR 5TIM-DAGPERM /2010

TERTENTU

] PERATURAN MENTER| KEUANGAN RI. | ALOKASI KURANG BAYAR DANABAGL | 1/0/2011 | 11072011
ap HOMOR DRPMICOTI2011 HASIL SDA PERIKANAN TAHUN RS
S ANGGARAN 2009, TAHUM ANGGARAN
2008, YANG DIALOKASIKAN DALAM
APBN TAHUN ANGGARAN 2011
15{15| | PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI. | PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN 11102011 | 11072014
NOMOR 10/PMK.05/201 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN .
ANGGARAN LANJUTAN PROGRAM/
KEGIATAN NASIONAL BEMBERDAYAAN
| MASYARAKAT MANDIRI TAHUN
L 1 ANGBARAN 2010 SEBAGAI ANGGARAN
BELANJA TAMBAHAN TAHUN
_ _ ANGGARAN 2011
76 (18| | PERATURAN MENTERI KESEHATAN Ri | KLINIK. -] 10402011 = 110/2017
' NOMOR G28/PERMENKESPER/AZ0M. . | - 75 . e o
1wl PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI | KESEHATAN KEUANGAN USAHA thazott | 1Hzizott
NOMOR 11/PMK.G10/2014 | ASURANISI DAN USAHA REASURANS . K
_ DENGAN FRINSIP SYARIAH
1818 PERATURAN MENTERI TENAGA 142011 | 1147201
KERJADAN TRANSMIGRASI RI
NOMOR PER GUMENNI20t1 .
1919 PERATURAN MENTER| PENDIDIKAN | UJIAN SEKOLAHMADRASAH DAN N0 | wnzrzon
NASICNAL RI NOMOR 2 TAHUN 2011 | UJIAN NASIONAL PADA SEKCLAH
T DASAR/ MADRASAH IBTIDAIYAH DAB
_SEKOLAH DASAR LUAR BIASA
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
20i20 PERATURAN MENTER STRATEGE NASIONAL SOSIAL WeT20M | n7izon
BEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN | BUDAYA UNTUK MEWUJUDKAN
PERLINDUNGAN ANAK Ri KESETARAAN GENDER
NOMOR 01 TASUN 2011 '
2t ]2 PERATURAN KEPALA BADAN | PESOMAN PENYUSUNAN 121312040 | 1/18/2011
TENAGA NUKLIR NASIONAL PELAKSANAAN, PELAPCRAN, DAN
NOMOR 21 MAIXII2016 PENGAWASAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
22|22 FERATURAN MENTERI KEHUTANAN | PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN 132011 | 119201
RI NGMOR PONMENHUT-H2041 DANAALOKAS! KHUSUS (DAK) BIDANG
KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2011
2323 PERATURAN MENTER| KEHUTANAN | PEDOMAN REKLAMAS! HUTAN 1142011 | 11490201
RI NOMOR P.O4/MENHUT- /2011
24| 24 PERATURAN MENTERI DALAM STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | 117i2011 | 1119/2011
NEGERI RJ NOMOR 4 TAHUN 2011 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
DALAM NEGERI
25|25 PERATURAN MENTER| KEUANGAN RI | PERUBAHAN ATAS PERATURAN 1Me2011 1 sM9r201
NOMOR 12(PHK.03/2014 MENTER| KEUANGAN NOMOR
195/PMK. 0312007 TENTANG TATA CGARA
PENGHITUNGAN DAN PEMBERAN
IMBALAN BUNGA
26|26{ | PERATURAN MENTER! PENGELOLAAN KEGIATAN 10/26/2010 | 111912011
PERDAGANGAN RI NOMOR PEMBANGUNAN DAN
42/4-DAGIPERI10/2010 PENGEMBANGAN SARANADISTRIBUS
MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN
77| 2 PERATURAN MENTERI PERUBAHAN ATAS PERATURAN 120282010 | 111972011
PERDAGANGAN Rl NOMOR MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
53MA-DAGIPERNG/2010 43IM-DAGIPERIS2008 TENTANG
KETENTLIAN PENGADAAN,
PENGEDARAN, PENJUALAN,
PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
MINUMAN BERALKOHOL
28|28 | PERATURAN MENTER| PERDAGANGAN | KETENTUAN IMPOR BESIATAU BAJA | 122010 | 1/19/261
RI NOMOR 54/M-DAGIFERN0/2010
2929 . .| PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN. | KETENTUAN MPOR BARANG 122002010 | 3He/2011




PERUBAHAN ATAS PERATUIRAN:

20130 | PERATURAN MENTER] FENDIDIKAN - AT
{70] |7 | NASIONAL RINOMOR 3 TAHUN 2011 *H MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL®
| NOMOR 31 TAHUN mesmmme N
| AKUNTANS! DAN PELAPQRAN
| KEUANGAN Dj LINGKUNGAN -
DEPARTEMEN PENDIDIKAN 7
| SESAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
Lol _ | NASIONAL NGMOR 21 TAHUN 2007 : :
st | PERATURAN MENTERI PERTAHANM SUSGNANDAN TATAKERJAJAEATAN | Huaezont i zomed
| CE || BINOMOR 1 TARUN 2013 2% | FUNGSIONAL TERTENTU DAN': o Qe
- | FONGSIotAL UnaUM KEMENTER(AN _
5 _ _ s | PERTAHANAN S :
|32{ 32| | PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI *| PERUBAHAN KELIMAATAS ) 240011 0| . 12402014
| | NOMOR $aIPMK 0111201 | PERATURAN MENTERI KEUANGAN - | | STERE
15 | NOMOR #i0PMI010/2096 TENTANG
‘| PENETAPAN SISTEM KLARIFIKAS -
'] BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF. .
_ | BEAMASUK ATAS BARANG IMPOR _
1a3| 23| | PERATURAN MENTERI KEUANGAN Rt PEMBERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS i} - 241201
“h| ol ] NOMOR 14PMKOS2011 T [ PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH :
DIKURANGE PAJAK DAR| SUATY
“IBENTUK USAHA TETAP s
| PERATURAN MENTER) KEUANGAN m PERUBAHAN KETIGAATAS PUTUSAN | 12412011 | 17247201 |
NOMOR 15PAK.1122011 | MENTER! KEUANGAN NOMOR 580/ S T
PMK.04/2003 TENTANG TATA LAKSANA
KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EXSPOR
| DAN PENGAWASANNYA |
135/:35| . | PERATURAN MENTER| KEUANGAN m TATA CARA PENGRITUNGAN DAN 241201 | 1724420114
P | | novoR teptkaazor T PENGEMBALIAN KELEBHAN E e
: | PEMBAYARAN PAJAK
138]38 PERATURAN MENTERI KEUANGAN Rl PERMOHONAN PENGEMBALIAN w4201l | 1Ra2011
NOMOR 17/PMK.03/2011 KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK :
BUM DAN BANGUNAN
137]a7 PERATURAN MENTERI KEUANGAN R PERUBAHAN ATAS PERATURAN 24201 | ARaszon
NOMOR 18FMK.03/201 MENTER! KEUANGAN NOMOR S
%035 | T8IPMK 0312018 TENTANG TATA GARA
| PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
~ | PERMINTAAN KEMBALI PAJAK
| PERTAMBAHAN NiLAI BARANG
| BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG
| PASPOR LUAR NEGER
38] 38 PERATURAN MENTERI DALAM ° RENCANA KER A KEMENTERIAN 12402017 | 124/2071
NEGERI R NOMOR 5 TAHUN 2011 DALAM NEGERI TAHUN 2011
39} 39 PERATURAN MENTERI TENAGA PEMEINAAN DAN KODRDINAS 11262011 | 1/26/2011
KERJA DAN TRANSMIGRASI R] PELAKSANAAN PENGAWASAN
NOMOR PER D2IMEN/A/20H KETENAGAKERJAAN
40| 40 PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA | PETUN.UK TEKNIS JABATAN 12/31/2010 | 12672011 °
NUKLIR NASIONAL NOMOR - - | FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN
2120KAIRNI2010 ANGKAKREDITNYA _
41{41] | PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI | KEANGGOTAAN MAJELIS KEHORMATAN | 1/25/2011 | 1/26/2011
NOMOR 156/MENKES/PERI/2011 DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA
42| 42 PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN | PEDOMAN PENANGANAN ANAK 1312011 | 13172011
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN | KORBAN KEKERASAN
ANAK RI NOMOR 02 TAHUN 2011
43] 42 PERATURAN MENTERI KELAUTAN | JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN e | 212011
DAN PERIKANAN RE NOMOR PENEMPATAN ALAY PENANGRAPAN
PER,D2MENI2014 IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN
[KAN DI WILAYAH PENGELOLAAN
PERIKANAN NEGARA RESUBLIK
NDONESIA
44 44 PERATURAN KEPALA BADAN DESAIN BESAR PENGELOLAAN BATAS | 1712011 | 2/1/2011
NASIONAL PENGELCLA PERBATASAN | WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN
1 RINOMOR 1 TAHUN 2011 j PERBATASAN - - ..
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45|45 PERATURAN KEPALA BADAN . | RENCANA INDUK PENGELOLAAN © 3 - 4/712011 210204
NASIONAL PENGELOLA ?ERBATASAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN
| RINOMOR2 TAHUN 2011, - | KAWASAN DAN KAWASAN
PERBATASAN TAHUN 2011-2014
146145 PERATURAN KEPALABADAN . | RENCANA AKS! PENGELGLAAN BATAS | 4/7/2011 2172011
MASIONAL PENGELOLA ?EREATASAN WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN '
RENGMOR 3 TAHUN 2011 07 ‘| PERBATASAN
147 [a7.] | PERATURAN KEPALA BADAN - 7 | RENGANA KERJA BNPRTAHUN 2013 | ammontF 2rsme:
A NAS[ONALPENGELOLAPERSATASAN DTSR B T
RINOMOR 4 TAHUN 28110,
‘148 )48 |. .| PERATURAN KEPALA BADAN 2L PELIMPAHAN DAN PENUGASAN . .| .4/7i20%1..| .21 /20117
5 B NASIONAL PENGELOLAPERBATASAN PENGELOLAAN WILAYAH NEGARA . & . .. S
DAN KAWASAN PERBATASAN ANTAR
|| NEGARA LINGKUP BADAN NASIONAL
| PENGELOLAAN PERBATASAN .
: R | TAHUN 201 :
49 | PERATURAN BERSAMA MENTER .~ | PEDOMAN PELAKSANAAN KAWASAN_ | 2rzen 2142011 7
i DALAM NEGERI RI DAN MENTER -~ | TANPA ROKOK ..+~ G R
KESEHATAN RI NOMOR 7:TAHUN 2011
58| 50 PERATURAN MENTER! DALAM- ;| PERCEPATAN PENYELENGGARAAN 2172019 21142011
NEGER} RI NOMOR 08 TAHUN 2011 - - .| PELAYANAN TERPADL Di LINGKUNGAN v
felil T e KEMENTERIAN DALAM NEGERI - - -
| 51153 PERATURAN MENTER FER?ANIAN RI PENGESAHAN, PENGUNDANGAN, 21112011 214/2011
MOMOR 1 TAHUN 2041 ©~- %% -, | DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
52 | 52 PERATURAN MENTER KEHUTANAN Ri PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI | 11312011 | 20472014 |
NOMOR POSMENHUT-I20% . KEHUTANAN NOMOR PI/MENHUT-I22009
- I TENTANG PEDOMAN INVENTARISAS! |
“1 HUTAN MENYELURUH BERKALA (IHMB}
PADA USAHA FEMANFAATAN HASIL
HUTAN KAYU PADA HUTAN PRODUKS!
|53isa PERATURAN MENTER| KEHUTANAN RI | PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI 27212611 242011 -
11 NOMOR P.OTMENKUT-2011 - LINGUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN
15454 PERATURAN MENTER! KEHUTANAN RI | SECOMAN PENILAIAN LOMEA 20212011 2472041
NOMOR POBMENHUT-W2011 . -, - PENANAMAN SATU MILYAR POHON
I TAHUN 2010 TINGKAT NASIONAL,
55| 85 PERATURAN MENTERI DALAM PERUBAHAN ATAS PERATURAN 1312011 | 20472011
NEGERI Rt HOMOR 6 TAHUN 2011 MENTER! DALAM NEGERI NOMOR 38
TAHUN 2029 TENTANG STANDAR DAN
SPESIFIKAS] PERANGKAT KERAS,
PERANGKAT LUNAK 0AN BLANKO
KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS
NOMOR INDUK KEPUNDUDUKAN
SECARA NASIONAL
56| 55 PERATURAMN MENTERI FENDIDIKAN | PENETAPAN PENGESAHAN, 20412011 21472013
NASIONAL RI NOMOR 5 TAHUN 2011 | PENGUNDANGAN, DAN
PENYEBARLUASAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
57| 57 PERATURAN MENTER! KEUANGAN Ri | PERKIRAAN ALOKASI DAMA BAGI HASH] 20472011 204/2011
NOMOR 18/PMK.07/201t SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
TAHUN 2041
58|58 PERATURAN MENTER! KEUANGAN Rl | PERUBAMAN ATAS PERATURAN MENTERI | 204/2011 21472611
NOMOR 20/PMK.05/2011 KEUANGAN NOMOR 153/PMK.05/2011
TENTANG PENVELESAIAN PIUTANG
NEGARA YANG BERSUMBER DAR
PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI,
REKENING DANA INVESTASI, DAN
REKENING PEMBANGUNAN DAERAH
PADA PEMERINTAH DAERAH
59| 59 PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN | KEBIJAKAN PERTISIPASE ANAK 2472011 2412011
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN | DALAM PEMBANGUNAN
ARAK R NOMOR 3 TAHUN 2011




NOMOR 07/PERMENTAM/OT. 140/2/2011

DAN PRODUK UNGGAS DARI NEGARA
JEPANG DAN KOREA SELATAN KE
DALAM WILAYAH NEGARA

| REPUBLIKINDONESIA o

60180 PRERATLRAN MENTER! FEMBERDAYAAN | PETUNJUK PELAKSANAAN KEEIJAKAN | 20412011 20412011 .
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN | PARTISIPAS] ANAK DALAM 7 o e
ANAK RI NOMOR 4 TAHUN201% 0700 PEMBANGUNAN :
61161 | PERATURAN MENTERI KEUANGAN RE ?ENGESAHAN PENDIRIAN BANA 2ATRON .| 272014 -
i NOMOR 21/PMIC010/2011 . - .} PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN DAN. : S
| VPERUBAHAN PERATURAN DANA 7
" PENSIUN DARI DANAPENSIUN :
LEMBAGA KEUANGAN - ) ¥
62162 PERATURAN MENTERI KEUA?&GAN Rl PAJAK FERTAMQAHAN NLAl ¢ BTEOM TR0
N -] NOMOR 22/PMK. 011&011 i I DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS - B : CE
: :_SMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN
LUSAHAHULU EKSPLOITAS! MlNYAKi .
DAN GAS BUM SERTA KEGIATAN -
2 USAHA EXSPLORAS PANAS BUMI :
63183 PERATURAN MENTEH KEUA!\GA?\E R( PENGENAAN BEA MAS%}KANTI TR0 272011
B A I NOMOR 23IPN=K e11f2011 B 1 BUMPING TERBADAP IMPOR HOT L Vo
: | ROLLED CCIL DARI NEGARA .
| REPUBLIK KOREA DAN MALAYSIA
6464 PERATURAN MENTER| KEUANGAN Rl . TATA CARA PENAGIHAN m BIDANG 2TI201 | U204
o NOMOR 24/PMK 04120117 o cukas - B s
65165 PERATURAN MENTER! PEMBERDAYW KESIJAKAN PEMENUHAN HAK 2071201 271201
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN [ PENDIDIKAN ANAK
ANAK RENOMOR 5 TARHUN 2011, " .00 i
8566 PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN | PANDUAN PENCEGAMAN KEKERASAN | 272091 . | 2772011
D PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN . ||| TERHADAR ANAK Di LINGKUNGAN : -
ANAK RI NOMOR 6 TAHUN 2011 KELUARGS, MASYARAKAT, DAN
oo . LEMBAGA PENDIDIKAN |
67| 67 PERATURAN KEPALA KEPO!.%SIAN Rl PENYELENGGARAAN SISTEM 1714/2011 2672011
NOMOR 1 TAKUMN 2011 T | TELEKOMUNIKAS] DI LINGKLINGAN POLRI
63168 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN | PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN 20412013 21712011
: I NCMOR PO/MENHUT-IH2011 FEMERINTAH {DEKGNSENTRAS!)
BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2011
KEPADA 33 GUBERNUR PEMERINTAH
PROVINS| SELAKL WAKIL PEMERINTAH
89| 69 PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI | PETUNJUK TEKNIS SANTUAN . 312011 2142011
NOMOR Z10MENKESIPERIIZ011 7 | OPERASIONAL KESEHATAN
70|70 PERATURAN MENTER] KEUANGAN Rl | PENETAPAN ALOKASI DAN PEDOMAN 2/11/20%% 21112011
NOMOR 25/PMK.07/2011 UMUM DAN ALOKAS] DANA
PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
77 PERATURAN MENTERI KOFERASI .. . | PEDOMAN PENYELENGGARAAN 2roizo1 214412011
DAN USAMA KECH, DAN MENENGAH . | PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN
RINOMOR 2 ATHUN 2011 KOPERASI
72172 PERATURAN MENTER!I KEUANGAN RI | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 21412011 2114/2011
NOMOR 26/PMK.011/2011 | DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS
PENYERAHAN MINYAK GORENG
KEMASAN SEDERHANA DI DALAM
NEGERL
73i 73 PERATURAN MENTERIENERGI DAN | PENUGASAN KEPADA PT PERUSAMAAN | 2/18/2011 211612011
SUMBER DAYA MINERAL Ri NOMOR 2 | LISTRIK NEGARA (FERSERO} UNTUK
TAHUN 2511 MELAKUKAN PEMBELIAN TENAGA
LISTRIK DARI PEMBANGKIT USTRIK
TENAGA PANAS BUMI DAN HARGA
PATOKAN PEMBELIAN TENAGA
LISTRIK OLEH PT PERUSAHAAN
LISTRIK NEGARA (PERSERO) DAR!
PEMBANGKIT LISTRIK TEMAGA
PANAS BLI
74174 PERATURAN MENTERI PERTANIAN RE | PENGHENTIAN FPEMASUKAN UNGGAS 2161201 214712011




21280 AECIELES) INBONECIA Ve, 8 No. 2 - Aol 2011,

751751 | PERATURAN MENTERI KEHUTANAN | 6 (ENAM) KEBIJAKAN PRIORITAS |~ © | 2014011 | 2117/2011
DI NOMOR PAOMENHUT-2011 .| BIDANG KEHUTANAN DALAM - e -
o 1 PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL |
... | KABINET INDONESIABERSATU I - |
76(76] | PERATURAN MENTERI KEHUTANAN | PEDOMAN KODE ETIK PEGAWAI NEGER | | 2M4i2011 | 2n7/201 -
RINOMOR P HMENHUT-IZ0M | SIPiL KEMENTERIAN KEHUTANAN -
77177 | PERATURAN MENTERI ENERGI DAN | PENGELOLAAN KILANG MINYAKBUM! | 2182011 | 2rempts |-
U] .| SUMBER DAYAMINERAL RINOMOR 3 | DALAM RANGKA PENDIDIKAN DAN - R
TAHUN 2041 - L 77| PELATIHAN, DAN PENGEMBANGAN
78178  |-PERATURAN MENTER] Kemuwmss | PERUBAHAN KEDUAATAS FERATURAN| 272011 | 2nsfzon
. DAM INFORMATIKA R NOMOR - ] MENTERS KOMUNIKAS! DAN INFORMATIA . Rl
| PERIMKOMINFOGZ2011 " 1 ] NOMOR SGIPERIMKOMINFOI10/2008
I - TENTANG PENETAPAN BADAN .
B LT REGULASITELEKOMUNIKAS) suacwssu\ o _ _
“l7e|78| | PERATURAN MENTERI DALAM | PENERTIBAN DOKUMEN PENDAETARAN |  2114i2011 | aiterzott |
| NEGER! Rt NOMOR 10 TAHLN 2011 | PENGUDUK SERAGA| AKIBAT o
ST T oppimatiaN ALAMAT
60180 | PERATURAN MENTERIDALAM | PEDGMAN PERJALANAN DINAS KE 21812611 7| aMBRG
NEGERE RLNOMOR 11 TAHUN 2011 | LUAR NEGERI BAGI PEJABATIPEGAWA!
- T | DILINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM
| NEGERI, PEMERINTAH DAERAH, DAN -
PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
51 B PERATURAN KEPALA BADAN ~ TATA CARA TETAP PELAKSANAAN 1eme1e | 2naizon
METEORCLOG!, KLIMATOLOGE DAN |, | AERODROME CLIMATOLOGICAL
GEOFISIKA NOMOR 10 TAHUN 2010 | SUMMARY - -
82|62 | PERATURAN KEPALABADAN .. PECOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR | 1217/2010 | 2181201
METEOROLOGS, KLIMATOLOGI DAN | DAN IZIN BELAJAR BAGI BEGAWAI T
GEDFISIKANOMOR 11 TAHUN 2010 " | NEGER! SIPIL D LINGKUNGAN BADAN
. SR METEOROLOGH, KLIMATOLOG! DAN
GEOFISIKA
83183 PERATURAN KEPALA BADAN . | TATA CARATETAP PELAKSANAAN 121712010 | 287204
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN . | PEMBUATAN GAS HIDROGEN DAN
GEOFISIKANOMOR 12 TAHUN 2010 | PEMELIHARAAN TABUNG GAS
B4 a4 FERATURAN KEPALABADAN | PROSEDUR OPERASI STANDAR 127200 | 218201
METEOROLOS), KLIMATOLOG! DAN | [STANDAR DPERATING PROCEDURES)
GECFISIKA RI NOMOR 13 TAHUN 2010 | PEMERIKSAAN FISIK BARANG
: PERSEDIAAN (STOCK OPNAME) 01
LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI DAN GEGFISIKA
85|85| | PERATURAN KEPALA BADAN TATA CARA TETAP PELAKSANAAN 12H72010 | 28201
METEOROLOGH, KLIMATOLOG! DAN | SISTEM PELAFORAN CRERASIONAL
GEOFISIKANOMOR 14 TAHUN 2010 | STASIUN KLIMATOLOGI
86[88] | PERATURAN KEPALA BADAN TATA CARA TETAP PELAKSANAAN teaz010 | 28201
METEGROLOGI, KLIMATOLOGI DAN | SISTEM INFORMAS! SUMBER DAYA
GEOFISIKANOMOR 15 TAHUN 2018 | MANUSIA DI LINGKUNGAN BADAN
METEOROLOG!, KLIMATOLOG! DAN
GECFISIKA .
87 87| | PERATURAN KEPALA BADAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) HzeN | 2nseen
: METEQROLOG!, KLIMATOLOSI DAN | BARANGIJASA PEMERINTAH DI _
GEOFISIKANOMOR f TAHUN 2011 | LINGKUNGAN BADAN METEORCLOG!,
KLIMATOLOGI DAN GEGFISIKA
88|88 | | PERATURAM MENTERI PERUMAHAN | PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN 21612014 | 212272011
RAKYAT RI NOMOR 1 TAHUN 2011 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2011 MELALU) DEKONSENTRAS
80,88 | PERATURAN MENTERI SOSIAL RI PROSEDUR NASKAM HUKUM DI amazolt | 2rzmon
NOMOR $3HUK/20H LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL
20 80 PERATURAN MENTERI ENERG! DAN | PENGHARGAAN ENERGI 2ot | 224011
SUMBER DAYA MINERAL RI NOMOR 4
TAHUN 2014
a5lot]. .| PERATURAN MENTER: PERINDUSTRIAN | PEMEERLAKUAN STANDAR NASIONAL | ~2/24/2011- | ~2i24/2014 -
21 NOMOR 20 MAND/PERA 2011 IMDONESIA {SNI} BAJA PROFIL
SECARA WAE




PERUBAHAN ATAS PERATURAN

92 {2 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN 2123201 | wRasendt
RINOMOR 23 M-INDIRERA/ZEN. -] MENTER] PERINDUSTRIAN NOMOR : :
o e SOM-INDIPER/8/2010 TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA [SNI) BAJA LEMBARAN
DAN GULUNGAN CANAY DINGIN (BJD}
SECARAWAJS
g3 |93 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN PEDCMAN PENYUSUNAN LAPDRAN 2172011 212412011
RI NOMOR 2 TAHUN 2011 AKUNTABILITAS KINERJA INSTANS)
| PEMERINTAH DI LINGKUNGAN ..
‘KEMENTERIAMN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA -
94 igg FERATURAN MENTERI KEUANGME Ri | PERUBAHAN KELIMAATAS PERATURAN |  2/24/2074 21244201
: NOMOR 2TIEMK, usman : MENTER! KEUANGAN NOMOR : i ;
o AAACAK 051997 TENTANG ..
| PEMBEBASAN BEAMASUK DAN CUKAI |
ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAM |
UNTUK KEPERLUAN 1BADAH UMUM,
| AMAL, SOSIAL; DAN KEBUDAYAAN
85 |85 PERATURAMN MENTERI KEUANGAN R% PERUBAHAN KELIMAATAS PERATURAN | 2/24/2011 212412011
NCHEOR 28/PMIK.011/2011 : ‘| MENTER! KELUANGAN NOMOR
IBUPMK 042007 TENTANG FEMBERASAN
‘| BEAMASUK ATAS IMPOR BARANG OLEH
PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAM
DAERAH YANG DITUJUKAN UNTLK © -
“| KEPENTINGAN UMUM
86 {88 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN | PENETAPAN INDIKATOR KINERJA 10311201 2247201
Rl NOMOR PEMENHUT-II2011 UTAMA KEMENTERIAN KEHUTANAN i
97 {97 PERATURAN MENTERI KELAUTAN | PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN | 1/18/2011 202482011
DAN PERIKANAN i NOMOR PUSAT PELATIHAN MANDIR] | ’
PER.DTMEN/2011 KELAUTAN DAMN PERIKANAN
93 |e8 PERATURAN MENTER! KELAUTAN PEDOMAN UMUM TATANASKAH DINAS | 4/31/2014 202472611
DAN PERIKANAN Ri NOMOR Df LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PER.DIAMEN/2011 KELAUTAN DAN PERIKANAN
¢a leg PERATURAN MENTERi KELAUTAN PEDOMAN PENGAWASAN INTERN 14317201 212412011
BAN PERIKANAN RI NOMOR - LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN
PER.G4MEN/2011 DAN PERIKANAN
100{105 PERATURAN MENTERI KELAUTAN TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN | 2/16/201 2/24/2011
OAN PERIKANAN RI NOMOR NEGARA [ LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PER.OSAMENIZ014 KELAUTAN DAN PERIKANAN
104]104 PERATURAN MENTERI KELAUTAN PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM | 2M86/201 2247201
DAN PERIKANAN RI NOMOR NASIONAL PERMAERDAYAAN MASYARAKAT
PER.OBAIENZ011 MANDIRE KELAUTAN DAN PERIKANAN
102] 102 PERATURAN MENTER! KELAUTAN SBISTEM STANDAR MUTU PENDIDIKAN | 2/24/2011 224/201
DAN PERIKANAN RI NOMOR DAN PELATIHAN, UNAN, SERTIFIKAS!
PER.OTMEN/2011 PELAUT KAPAL PENANGKAR [KAN
1031103 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN | PEDOMAN PENGGUNAAN PRODUK 22112011 212412011
RI NOMOR 15 M-IND/PERM/2611 DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN
BARANGIASA PEMERINTAH
104) 104 PERATURAN MENTER! PERINDUSTRIAN | KETENTUAN DAN TATA CARA 242172011 2124/2011
RI HOMOR 16 M-IND/PERM/2011 PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN
DALAM NEGER)
105{105 PERATURAN KEPALA BADAM PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL | 2/1/2011 2/28/201
STANDARDISASE NASIONAL NOMOR 301 TENTANG PEDCMAN
NOMOR 1 TAHUN 2011 PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA SECARA WAB
106108 PERATURAN KEPALA BADAN PEDOMAN STANDARDISAS! NASIONAL | 2/1/2011 242812011
STANDARDISASE NASIONAL NOMOR 209 TENTANG PANDUAN
NGMOR 2 TAHUN 2011 KEBERTERIMAAN REGULAS! TEKNIS,

STANDAR DAN PROSEDUR PENILAIAN
KESESLAIAN UNTUK PRODUK PERALATAN
KELISTRIKAN DAN ELEKTRONIKA DALAM
RANGIHAPERBETUIUAN ASEAN MENGENAI
HARMONISAST TATACARAPENGATURAN
PERALATAN UISTRIK DAN ELEKTROMIKA




8 Vnl BNn. 1~ Anslaniy

o7

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI

e

CRGANISASIM DAN TATAKERJA
BADAN KOGRDINASI PENANAMAN
MODAL

107| . PEDOMAN DETEKS! Dinil GANGGUAN .}, 2/97M800 | 22802011
- NOMOR 330/MENKES/IPERAN2011 PEMLISATAN PERHATIAN DAN HIPER- ' L
: R e AKTIVITAS (GPPH) PADAAMAK SERTA
PENANGANANNYA
- 1081108 PERATURAMN MENTERI KEUANGAN RI| PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 2r282011 | 2marzon
NOMOR 28/PMK.011/2014 DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS :
PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT
.| GURAH DI DALAM NEGER| UNTUK
S| TAHUMANGGARAN 207 - 70
© hgal109 PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI:| PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI | 21282011 | 272872011
kS NOMGR 30PMIOTHZON . . - KEUANGAN NCMOR 70/PMK. 032010 o
: g : | TENTANG BATASAN KEGIATAN DAN
JENIS KENA PAJAK YANG EKSPORNYA
DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAS o L
110} | PERATURAN MENTER! KEUANGAN R RUBAHAN KEDUAATAS PERATURAN | /2872011 | 2re8/2011 |-
: MOMOR S1/PMK.01H/20117 MENTER] KEUANGAN NOMOR ' : R
1 36/PMK.03/2007 TENTANG BATASAN
] RUMAH SEDERHANA, PONDGK BORO,
ASRAMAMAHASISWA DAN PELAJAR,
-] SERTA PERLMAMAN LAINNYA, YANG
:| ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN
DARI FENGENAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI
141 141 PERATURAN MENTERI KEUANGAN Ri FENGENAAN BEA MASUK ANTI 202802014 | 20287207
NOMOR 32/PMK.011/2011 DUMPING TERHADAP IMPOR
UNCOATED WRITING AND PRINTING
PAPER DARI NEGARA REPUBLIK KOREA
1z|112 PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI | ALOKAS) SEMENTARADANABAGIHASIL | 22852011 | 2028/2011 .
N NOMOR 3/PMICET/201% - . CUKA TEMBAKALI TAHUN ANGGARAN 2011 B
13{113 PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI | PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA | 202802011 | 2/28/2011 .
NOMOR 34/PMK.08/2041 DALAM VALUTA ASING DI PASAR
"PERDANA INTERNASIONAL
4114 PERATURAN MENTERI KEUANGAN R! | TATA CARA PENGHITUNGAN, 2/28/2011 | 228/2011
NOMOR 35/PMK.0242011 . PENYEDIAN, PENCARIAN, DAN '
o PERTANGGUNG JAWABAN DANA APBN
2| YANG KEGIATANNYA DILAKSANAKAN
DLEH PTASKES (PERSERD}
115{115 PERATURAN MENTER! KEUANGAN RI | PELAKSANAAN JAMINAN 2282011 | 20282014 .
NOMOR 35/PMK.02/2011 PEMELIHARAAN KESEHATAN MENTRI
DAN PEJABAT TERTENTU
118]116 PERATURAN MENTER] KEUANGAN R | PELAKSANAAN JAMINAN 2282013 | 2f28/20%1
NOMOR 37/PMK.02/2014 PEMELIHARAAN KESEHATAN KETUA,
WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, BADAM
PEMERIKASA KEUANGAN, KOMISE
YUDISIAL, HAKIM MAKAMAH KONSITUS,
DAN HAKIM AGUNG MAHKAMAH AGUNG
17|17 PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI | TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI | 2/28/2011 | 2/28/2011
NOMOR 416/MENKES/PER/INZ011 PERSERTA PTASKES (PERSERO)
18|18 PERATURAN MENTERI DALAM PEDOMAN PENERTIBAN KARTU TANDA]  2M4/2011 | 2/28/2011
NEGERI Rt NOMOR @ TAHUN 2011 PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
Hojtie PERATURAN MENTER] PERINDUSTRIAN | KETENTUAN DAN TATA CARA 22412011 321201t
Ri NOMOR 25/M-INDIPER/2/2611 PEMBERIAN REKOMENDAS| ATAS
IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU
120|120 PERATURAN KEPALA BADAN PERUBAHAN KEDUA ATAS al2011 3212011
KOORDINAS! PENANAMAN MODAL | PERATURARN KEPALA BADAN
NOMOR S3/SK/2007 KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR $8/5K/2007 TENTANG




-TAfA CARA PENGGLNAAN HASIL .

Cihag

NASIONAL RI NOMOR 11 T2011

JABATAN

321|121| | | PERATURAN MENTERI KELEANGAN Al 2011 B0
A NOMOR 38/PMK.0212011 3% | OPTIMALISAS! ANGGARAN BELANJA il s
i | KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
71 TAHUN ANGGARAN 2010 PADA TAHUN
| ANGGARAN 2011 DAN PEMOTONGAN
"l PAGU HELANJA KEMENTERIAN NEGARA/
LEMBAGA PADA TAHUN ANGGARAN 2011
¥ANG TIDAK SEPENUHNYA -
'MELAKSANAKAN ANGGARAN BELANJA
| TAHUN ANGGARAN 2010 -
122122 . | PERATURAN MENTERI KEUANGAN R| "PERKIRAAN ALOKAS] DANA BAGI HASIL™] ~ w2arzott -1 araiaoi
<[] | NCMOR 39/PMK 0712011 | SUMBER DAYAALAM PERTAMBANGAN | <00 0w s o
PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2011
~123}123] " | PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI' 22011 | 324201
e ] NOMOR S0/PVRCO712011 _ R L
124 .| PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI | KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT 212412011 | CuRI001
17| NOMOR 417RENKES/PERAIZ011 - ' T S
125(125} ¢ - | PERATURAN KEPALAKEFOLISIAN Ri | PENGGUNAAN DAN PEMBIAYAAN JASA "2024/2011 | 32120015
| NOMOR 2 TAHUN 2011 - TELEKOMUNIKAS! DI LINGKUNGAN Co :
| KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDOMESIA - :
128 |rzs) | Peraruran Menter) KEUANGAN RI PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA | -~ 8/4/2011 314420111
NOMOR 41/PMK.01/2011. ~ 1 DENGAN PEMBERIAN TUNJANGAN - -+ S
R " KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA
7} KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
_ 1 LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
127]127] | PERATURAN MENTERI HUKUM DAN ] TATA GARAPENGANGKATAN, 3412011 3412011
HAM RI NOMOR M.HH.01.AH.09.01 FEMBERHENTIAN, MUTASE, DAN :
TAHUN 2011 PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI
PEJABAT PENYIDIK PEGAWA! NEGERI
SIPIL: DAN BENTUK, UKURAN, WARNA,
:} FORMAT, SERTA PENERBITAN KARTU
TANDA PENGENAL PEJABAT PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPLL -
128(128] - | PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI ] PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! | 2/412041 34zt
NOMOR 42/PMK.07/2011 KEUANGAN NOMOR 216/PMK.07/2010 -
' o TENTANG PEOOMAN LIMUM DAN
ALOKAST DANA ALOKAS! KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011
126128 | PERATURAN MENTERI KEUANGAN R | PERUBAHANATAS PERATURANMENTERI | /2011 37412011
NOMOR 43/PMIC0S/2011 - KEUANGAN NOMOR 186/PMK.05/2009
- TENTANG PENETAPAN NOMOR DAN
| NAMA REKENING KAS UMUM NEGARA
130(130] - | PERATURAN MENTERI DALAM BATAS DAERAH KOTA BANJARMASIN | 3/2/2011 3742011
NEGERI RE NOMOR 12 TAHUN 2011 | DENGAN KABUPATEN BANJAR DAN
' R KOTA BANJARMASIN DENGAN
KABUPATEN BARITO KUALA PROVINS!
KALIMANTAN SELATAN
131151, | PERATURAN MENTERIDALAM - | PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS 712013 720N
NEGERI RI NOMOR 13 TAHUN 2011 | KEHUMASAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGER) DAN
PEMERINTAH DAERAH -
132/132] | PERATURAN MENTERI KOMUNIKAS! | SERTIFIKAS! RADIO ELEKRONIKADAN | 232014 3742011
DAN (NFORMATIKARI GPERATOR RADIC
NOMOR O2PER/M.ICOMINFO/03/2011
133[133] | PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI | PERUBAHAN ATAS PERATURAN 3912014 3/9/2011
NOMOR 44/PMK 85/2011 MENTERI KEUANGAN NOMOR
18UPMK.05/2008 TENTANG
PELAKSANAAN INVESTASI FEMERINTAH
1341134 | PERATURAN MENTERI PERTANIAN RI | KOMPONEN HARGAPOKOK PENJUALAN| 272011 | ar0/20M
' NOMOR 12/PERMENTAM/SR.130/3/2011 | PUPUK BERSUBSID! UNTUK SEKTOR
PERTANIAN
1350135] | PERATURAN MENTERI PENDIDIKAR | SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM ORS00




ETAERy )
e g e E S T

136{1386 PERATURAN KEPALA KOMIS! PEDOMAN TEXKNIS TATA CARAPENGISIAN | 3282011 04 |
| PEMILIHAN BMUM NOMOR 1 KEANGGOTAAN DEWAN PERWAIILARN : N
TAHUN 2011 EETEN L} RAKYAT DAERAH PROVINS! ATAU
w0 DEWAN PERWAKILAN. RAKYAT DAERAN
3 KABUPATEN INDUK DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINGI ATAU DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAEARAM KABURATEN/ KOTA
o | YANG DIBENTUK SETELAH
| PENYELENGGARAAN PERMILIHAN UMUM
137137 ?ERATURAN MENTERI KELAUTAN PERL}BAHAN ATAS FERATURAH o, ROURFEE R 3201 ¢
| DAN PERIKANAN NOMOR MENTERI-KELAUTAN DAN PERIKAMAN 1. - : 2
FER DB.'ME%\.’ESH : MNOMOR PER.O2/MEN/2011 TENTANG
: JALUR PEMANGHARPAN IKAN DAN .-
PENEMPATAN ALAT-PENANGKAPAN :-
|- IKAN DAN ALAT BANTU FENANGKAPAN
JIKAN D§ WILAYAH PENGELOLAAN -
: .FB;RIKANAN NEGARA REPUBUK i
INDONESIA :
1381138 PERA'{URAN MENTER! KEUANGAN R% TARIF._LAYANAN BADAN LAYANAM -0 31802011 o 3420110
MOMOR 45/PMIK. 65!2011 wo e UBMUM INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI WALISONGO SEMARANG
PADA KEMENTRIAN AGAMA
138{139 FERATURAN MENTERI KEUANGAN Rl '?ARIP !_AYANAN BADAN LAYANAN 342011 314/2011-
NOMOR 46IPMK 051201‘! | UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI '
| SULTAN SYARIF KASIM RIAU PADA
KEMENTRIAN AGAMA
140{140 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN | PEDOMAN PENYELENGGARAAN o207t 318/2011 ..,
S Rk NOMOR PI2MENHUTI20HE 2 REHABILIFASI HUTAN DAN EAHAN - - i
TAHUN 2011
14111414 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN ;| PERUSAHAN KEDUAATAS KEPUTUSAN | 311072011 315201
NOMOR P.A3/MENHUT-I20%1 . MENTERI KEHUTANAN
e T i NOMOR: G188KPTEH2002
TENTANG ORGANISAS! DAN TATAKERJA
BALAI PFEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
11421142 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN | IZIN PEMANFAATAN KAYU .. 3r1o/zo1 3MB2011
NOMOR P.14IMENHUT-I/2011.; : i :
1431143 PERATURAN MENTRERE KEHUTANAN PERURBAHAM ATAS PERATURAN 30201 MsRM
NOMOR PASIMENHUT-II/2011 - MENTERI KEHUTANAN NOMOR:
- e P.ESMENHUT-IZ006 TENTANG
PENJADUALAN KEMBALI PEMBAYARAN
- { PENGEMBALIAN PINJAMAN DANA
-REBOISASI OLEH PERUSAHAAN
HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HT?)
1441144 PERATURAN MENTERI KEUANGAN Rl TATACARA PENYELESAIAN TUNGGAKAN | 31572011 52018
NOMOR 47/PMK.07/2011 PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH .
KEPADA PEMERINTAH MELALUI SANKS!
PEMOTONGAN DANA ALCKAS] UMUM
AN/ ATAU DANA BAGI HABIL
145145 PERATURAN MENTER] KELAUTAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI |  3M16/2011 31672011
DAN PERIKANAN NO PER.OIMENZO1 | SIPIL DI LINGHUNGAN KEMENTRIAN
: KELAUTAN DAN PERIKANAN
146148 PERATURAN MENTER] KELAUTAN DAN] IZIN BELAJAR BAG! PEGAWA! NEGERI 3M6/2011 3MABIZO1
PERIKANAN NO PERLTOMEN/201 SIPIL D1 LINGKUNGAN KEMENTRIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
147147 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN] INSTALASI KARANTINA IKAN 311612011 31672041
PERIKANAN NO PER, 11/MEN/2011 :
1481148 PERATURAN BADAN KOORDINASEH PCLAPEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN | 3/16/2011 3M8/201
PEMANAMAN MODAL NOMOR 2 KARIR PEGAWA! NEGER! SIPIL BADAN
TAHUN 2041 KOORDINASI PENANAMAN MODAL
1491149 PERATURAN MENTER] KEUANGAN RI | BIAYA PENGELOLAAN PROGRAM sho1 3M6/2011
MNOABPMIK.S10/2011 JAMINAN HARI TUA




150{150] | PERATURAN MENTER! KEHUTANAN Ri | FEDOMAN UMUM FROGRAM NASIONAL | 311472011 | 3672011
o ) mnaemﬁm-wzm; L | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | : :
' . MANDIRI KEHUTANAN

BRELS 181 PERATURAN MC’JTERI KEUANGAN R TATACAQAREVISI ANGGAR.%J TAHUN 3."2_?1‘201% BTIEN

RO 48/PMI 0212011_ SR T ANGGARAN 2011 e
152}252| | PERATURAN MENTERI PERTAHANAN | PEMBINAAN RUMAH NsGARATipﬁ _' o smzont | anemon -

Rmoamﬁmzw PR T RUMAK SUSUN DFLINGKUNGAN
L I KEMENTRIAN PERTAHANAN DAN
1 TENTARA NASIONAL IDONESIA

THE3[153] | PERATURAN MENTERI PEKERIAAN. | BETUNJUK PELAKSANAAAN PENATA- “ | 162011 © | sMszodr -
safe UMUM NO OTPRTAR2011 - - [ LISAHAAN DAN PENYUSUMAN LAPORAN ' e
P e e - PERTANGGUNGUAVABAN BENDAHARA

PENGELUARAN DI LINGKUNGAN -

1 KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM |

. i SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI PASAE31 1 -
T PERATURAN PEMERINTAH NOMORE 1

| TAKHUN-2008 TENTANG PELAPORAN

| KEUANGAN DAN INSTANSI FEMERINTAH

154154101, | PERATURAN MENTERI PERUMAHAN | PEDCMAN PELAKSANAAN | a2iz1i2011. | amarzoit
ST RAKYAT RINOMOR 2 TAHUN 2011 - | DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENTRIAN P RS A
S - PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2011
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DAFTAR LEMBAGA NEGARA DAN TAMBAHAN

' LEMBARAN NE

TAHUN 2010

GARA REPUBLIX INDONESIA

o

Unit

Hemor

L | TLH

Jenis Paratursn dan Homer |

. - Tentang

Tanggai

Digahian/
Ditatapkan

Diundangkan

1 (5184

2

1UPBNZON

PENILAIAN TINGKAT KESEMATAN BANK UMUM

051017201

05/01/201

2 {5185

FP

1

' o520

05/01/2011 -

LI

3 (5i88

PP

2

CaleY20H

05/01/2011

PP

3

PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM
NEGARA MELALUE PENERBITAN SAHAM BARL
PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (FERSERO)
PT PERUBAHAAN PENERBANGAN GARUDA
INDGNESIA

11/01/2011

1170172611

PP

PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAN
NEGARA MELALU PENERBITAN DAN
PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN
PENERBANGAN GARUDA INDONESIA

101/201

10V2011

6 (5187

PEBI

13/2/1PBI1201

PELAKSANAAM FUNGS! KEPATUHAN BANK UMUM

121042011

12/047204%

7 (5188

Uy

1

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK

120042011

12042011

B 5189

Uy

2

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

15/01/2011

150172011

2 |5180

PBi

12/3/FBY2611

PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT
PENGAWASAN BANK

17/01/2011

170172011

116G

Fat

1304PBIZ01

PENCABUTAN PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 10/22/PBI/2008 TENTANG PEMENURHAN
KEBUTUMAN VALUTA ASING KORPORASI
DOMESTIK MELALUE BANK

21/01/2011

21/01/2011

"

it }51%1

P8l

135/PBI201

BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

2415112011

24/01/2011

12

12 {5162

F3l

13/6iPBIIZ01M

TINDAK LANJUT PENANGANAN TERHADAP BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DALAM STATUS
PENGAWASAN KHUSUS

2410172011

241011201

i3

PERPRES

FENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA
PEMERINTAM REPUSLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT TENTANG
KERJASAMA ILMIAH DAN TEXNOLOG!
{AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF
AMERIGA ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL
COCPERATION}

241011201

24/01201

14 15103

PBi

13TIPBI20E!

PERUBAHAN KEDUAATAS PERATURAN BANK
INDONESIA NOMOR 7/1/PBH2005 TENTANG
PINJAMAN LUAR NEGERI BANK

2810172014

280120

15 15184

=+

12/e/PBl261

LAPQRAN HARIAN BANK UMUM

C4102/2011

04i02(2011




18,

‘15185

PERUBAHAN ATAS, F’ERA?URAN FEMER%NTAH
NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN

"PERDAGANGAN BERAS DAN PE%.ABUHAN :
] BEBAS BATAM :

04/2202011

04/02r3011 |

17 -

5198

_PENGELOLAAN Ve
'PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN

'PADA'BADAN :
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

0402201

044021201

18

18

15187

PP

7

PALAYANAN DARAH

041022011

04/0202011

1 g :::

] 9

5188,

Fal.

13/9IPBI2011

-:PERUEAHAN ATAS PERATURAN BANK INBONESIA
NOMOR 10/ B/PBI2008 TENTANG
“RESTRUKTURISAS: PEMBIAYAAN BACGH BANK
'SYARIAH DA& UNIT. USAHA SYARIAH

08/02/2011

08/G272011 -

20

20

5199

PR

'Aa\.sKuTAN MGLTIMUDA

04/02i021%

I 85

'PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
_NOMOR 12M1UPBIR008 TENTANG GIRO WAJIB ™
MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA

- DALAM RUPiAH DAN VALUTAASING

0810272014 | 03,

080202011 (¢

a2

22

201

PR

: TATA GARA PEMBER!AN PINJAMAN DARI
| PEMERINTAR KEPADA LEMBAGA PEMBIAYAAN
.EKSF’GR INDONESIA

10/0212014

1200242011

2

5202

PP

: TATA CARA PENGADAAN PINJ_AMAN LUAR NEGERI

DAN PENERIMAAN HIBAH :

12/0272511

1270212011

24~

2

PR

| PERUEAHAN KETIGABELAS ATAS PERATURAN
| PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG

EERATURAN GAJ] PEGAWA[ NEGERI SIPIL

GRRZGN

160202011

25,

25

FP

SERUBAHAN KETUIUH ATAS PERATURAN

-] PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG
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NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
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ORANG TUAANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA
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PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1885 TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS
PERGERAKAN KEBANGSAANMKEMERDEKAAN
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PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1985 TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KERPADA
VETERAN REPUBLIK INDONESIA

16/02/2011

16102/2011
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PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK IHDONESIA DAN
PEMERINTAH FEDERAL SWISS MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BERSAMA BAG! PEMEGANG
FASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS {AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA AND THE S\WISS FEDERAL
COUNCIL' ON MUTUAL VISA EXEMPTION FOR
HOLDERS OF DIPLOMATIC OR SERVICE .
PASSPORTSY ™

2282011
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“PENCABUTAN ATAS FERATURAN BANK

INDONESIA NOMOR 3/2/PBI/2601 TENTAMG
PEMBERIAN KREDIT USAHA KECH DAN SURAT
EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 3/2/8KR
PERIHAL PETUNJUK PE_LAKSANMN PEMBERL‘\N
KREDIT USAHAKECIL 7

03/03/2611
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| "PENGESAHAN BERSETUJUAN ANTARA

PEMERINTAM REPUBLIK INDONESIA DAN
KABINET MENTERI LKRAINA MENGENAI KERJA
SAMA EKSPLORASI DAN PEMANFAATAN

. ANTARIKSA UNTUK MAKSUD DAMAI

{AGREEMEN TBETWEEN THE GOVERNMENT
GF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE ON
COOPERATION IN THE EXPLORATION AND
PEACGEFUL USES OF OUTER SFPACE)

0303120171 |

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM
PERUSAHAAN PERSERCAN (PERSERQ) PT PERU
SAHAAN LISTRIK NEGARA

04037201
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PENGESAHAN INTERNATIONAL SUGAR
AGREEMENT, 1992 (PERSETUJUAN GULA
INTERNASIONAL, 1852)
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PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK
INDONESHA NOMOR $/6/PBI/2003 TENTANG
LAPORAN BULANAN BANK UMUM SYARIAH

171032011
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PANDUAN PENULISAN

' :' Naskah yang dlklnm berbentuk karya tuhs 11m1ah sepert1 hasﬂ
'“penehtlan lapangan survey, thote&us kajian teori, Studi._
' ---._"kepustakaan review buku, dan gagasan kritis konseptual yang :
“ bersifat ob_]ekhf s1stematls, anahsm, dan desknptif R

' 'Naskah yang chklrlm karya tulis asli yang belum pernah dlmuat
L atau dzpubhkaszkan di media lain.

'Naskah diketik rangkap 2 (dua}. spas1 di atas kertas ukuran A4

dengan font Bodoni ukuran 12, panjang naskah antara 15-20
halaman. :

Penulisan hendaknya menggunakan bahasa Indonesia yang baky,
lugas, sederhana, dan mudah dipahami, serta tidak mengandung
makna ganda.

Pokok pembahasan atau judul penulisan berupa kalimat yang
singkat dan jelas, dengan kata atau frasa kunci yang
mencerminkan isi tulisan.

Sistematika penulisan disesuaikan dengan aturan penulisan
ilmiah, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, yang secara
garis besar sebagai berikut: Judul dalam bahasa Indonesia dan
bahasa Inggris, nama penulis, abstrak ditulis dalam bahasa Indo-
nesia dan bahasa Inggris (ditulis dalam 1 paragraf, dengan 2 spasi,
ukuran 10, panjangnya antara 100 - 200 kata), kata kunci
dicantumkan di bawah abstrak, nama instansi penulis,
pendahuluan (latar belakang permasalahan, tujuan ruang lingkup,
dan metodologi), hasil dan pembahasan (tinjauan pustaka, data,
dan analisis), penutup (kesimpulan dan saran}, dan daftar pustaka.

Penulisan kutipan menggunakan model catatan kaki {footnote).

Isi, materi, dan substansi tulisan merupakan tanggung jawab
penulis. Redaksi berhak mengedit teknis penulisan (redaksional)
tanpa mengubah arti.

Daftar pustaka, disusun menurut sistem pengarang dan tahun
terbit, penerbit, kota/negara, hal.
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